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Ketimpangan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh negara berkembang 
tak terkecuali indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat 
ketimpangan yang terus meningkat tiap tahunnya hingga menyamai ketimpangan 
nasional pada 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 
ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur serta faktor 
yang diduga mempengaruhi fluktuasinya. Penelitian dilakukan dengan data 38 
Kabupaten/Kota Jawa timur pada periode 2010 hingga 2015 menggunakan 
analisis indeks entropi theil dan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan 
adanya tren meningkat pada ketimpangan distribusi pendapatan antar 
Kabupaten/Kota Jawa Timur. Adapun faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
fluktuasi ketimpangan adalah aglomerasi, jumlah orang bekerja, dan Indeks 
Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Infrastruktur dan upah minimum 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan. 
 
Keywords: Ketimpangan, Indeks Entropi Theil, Jawa Timur
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Negara berkembang dapat dimengerti sebagai negara dengan tingkat 
pendapatan negara rendah yang disebabkan karena belum mampunya negara 
untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan efisien (Jhingan, 2011). 
Indonesia bersama dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti 
Filipina, Malaysia, dan Thailand merupakan beberapa contoh dari negara yang 
sedang berkempang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya PDB per-kapita yang 
dimiliki negar-negara ini dengan rata-rata PDB per-kapita negara maju seperti 
negara-negara G-20. Berdasarkan data IMF pada 2019 PDB per-kapita Indonesia 
sebesar 4.160 US$ dan rata-rata PDB per-kapita negara G20 sebesar 48.250 
US$, perbedaan ini sungguh sangat mencolok dengan rata-rata PDB negara G20 
sepuluh kali lebih besar dari Indonesia. Untuk menyusul ketertinggalan itu 
Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya dengan berbagai 
kebijakan, salah satunya melalui pembangunan ekonomi. 
Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang tidak hanya 
melibatkan faktor-faktor ekonomi, tetapi juga perilaku masyarakat, sosial, dan 
lembaga nasional yang pada waktunya akan mengakumulasi efek positif dan 
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Smith dan Todaro, 2011). 
Tidak berhenti di pertumbuhan ekonomi sesaat, pembangunan ekonomi 
diharapkan dapat emnjadi sarana pemeraatn ekonomi bagi seluruh lapisan 
masyarakat di berbagai wilayah (Kuncoro, 1997). Pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah dapat diukur melalui kinerja ekonominya. Perkembangan pada proses 
produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi negara dapat diproyeksikan salah 





Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Mengacu pada gambar 1.1 Produk Domestik Bruto Indonesia terus mengalami 
peningkatan yang stabil pada periode 2010 hingga 2015, yang pada awalnya 
berkisar pada enam milyar pada 2010 menjadi delapan milyar pada 2015. 
Peningkatan ini menunjukkan kebijakan pembangunan ekonomi yang digunakan 
bekerja dengan efektif dan efisien. Namun, meski PDB Indonesia terus mengalami 
peningkatan nyatanya Indonesia masih belum bisa terlepas dari salah satu 
masalah yang banyak dialami negara berkembang yaitu ketimpangan. 
Ketimpangan merupakan masalah yang wajar dialami oleh negara 
berkembang karena sumber daya yang dimiliki dan waktu dimulainya 
pembangunan suatu wilayah pada dasarnya berbeda (Williamson, 1965). Dalam 
teorinya Kuznet (1995) menyebutkan bahwa pada saat merintis pertumbuhan 
ekonomi, kualitas distribusi pendapatan akan menurun serta tidak merata yang 
disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Namun, 
pada tahap pembangunan selanjutnya saat pembangunan mulai menyentuh 
banyak aspek distribusi pendapatan akan meningkat dan ketimpangan akan 
berkurang. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

















Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi dimana adanya 
kesenjangan pendapatan masyarakat atau perbedaan pendapat antar daerah. 
Ketimpangan distribusi pendapatan menimbulkan terjadinya polaritas antar 
wilayah sebagai akibat dari monopoli hasil output oleh segelintir orang dari 
golongan minoritas yang memiliki tujuan tertentu (Musfidar, 2012). Terdapat 
beberapa mekanisme yang umum digunakan dalam menggambarkan 
ketimpangan, salah satu yang digunakan Indonesia adalah indeks Gini. 
Gambar 1.2 Indeks Gini Indonesia dan Pulau Jawa 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 
Gambar 1.2 menunjukan ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya 
pulau jawa memiliki tren yang fluktuatif. Namun, fenomena berbeda terjadi pada 
Provinsi Jawa Timur. Disaat ketimpangan pada provinsi lain dan nasional 
mengalami penurunan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur justru terus meningkat 
pesat pada 2014 hingga pada 2015 tingkat ketimpangan Jawa Timur menyamai 
tingkat ketimpangan nasional sebesar 0.403. Fenomena ini menunjukkan strategi 
penanganan yang telah dibuat oleh pemerintah masih kurang efektif dalam 
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bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan antar wilayah jika tidak ditangani 
dengan maksimal sangatlah mungkin untuk terus terjadi. 
Terjadinya ketimpangan dapat dipicu oleh banyak hal, pada negara 
berkembang ketimpangan sering kali disebabkan oleh pembangunan yang tidak 
merata atau terpusat. Aglomerasi merupakan fenomena berkumpulnya kegiatan 
ekonomi di suatu lokasi yang menyebabkan pengehematan dan biasanya ditandai 
dengan perkumpulan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen (Montgomery 
dalam Kuncoro, 2002). Konsep aglomerasi telah banyak digunakan oleh negara 
maju, dalah satunya China. Pada penelitian Shao dkk (2017) berdasarkan data 
dari wilayah delta Sungai Yangtze pembangunan Kereta Super Cepat (High Speed 
Rail/HSR) di China menyebabkan terjadinya konsentrasi spasial industri jasa di 
kota atau daerah di sepanjang jalur HSR yang menghasilkan aglomerasi. 
Di Indonesai sendoro aglomerasi telah lama dilakukan, berdasarkan penelitian 
Kuncoro (2002) Pulau Jawa merupakan pulau yang memilki tingkat aktivitas sektor 
industri yang tinggi, wilayah industri Pulau Jawa utamanya berlokasi pada kutub 
Barat (Jabodetabek beserta sebagian Jawa Barat) serta kutub Timur (Surabaya, 
Jawa Timur), dengan sedikit di Jawa Tengah serta DIY. Konsentrasi wilayah 
sebaran kawasan industri juga didukung dalam penelitian Nugroho & Wahyuni 
(2019) dengan Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai wilayah dengan sebaran 





Gambar 1.3 Persentase Distribusi Perusahaan Industri Manufaktur Besar 
dan Sedang Pulau Jawa Tahun 2011-2015 
Sumber: Badan Pusat Stastitik, 2019 
Berdasarkan gambar 1.3 distribusi perusahaan paling banyak terjadi di Jawa 
Barat dan Jawa Timur. Jawa Timur menjadi satu dari sekian wilayah dengan 
sebaran perusahaan yang tinggi. Banyaknya jumlah persahaan dapat dilihat dari 
beberapa kawasan industri yang ada, diantaranya: Surabaya Industrial Estate 
(SIER), Pasuruan Industrial Estate (PIER), Kawasan Industri Gersik (KIG), 
Kawasan Industri Tuban (KIT), Ngoro Industrial Park (NIP), dan lain-lain. 
Berdasarkan penelitian Sjafrizal (2008) pemusatan pembangunan akan diikuti 
dengan pemusatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan wilayah disekitarnya 
mengalami penurunan. Pemusatan kegiatan ekonomi akan memicu pemerintah 
dan perusahaan di wilayah tersebut meningkatkan kualitas infrastruktur yang 
dimiliki untuk mempermudah terjadinya proses produksi. 
Infrastruktur merupakan salah satu pilar yang mendukung terjadinya 
percepatan pembangunan suatu wilayah. Fakta dari studi sebelumnya 
menunjukkan perkembangan infrastruktur berjalan seiring dengan perkembangan 
ekonomi (Maryaningsih dkk, 2014). Peningkatan simultan ini terjadi karena 
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dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar proses produksi tidak terganggu. 
Dengan infrastruktur yang memadai proses perpindahan faktor produksi yang 
terjadi di suatu wilayah menjadi lebih mudah. 
Gambar 1.4 Kondisi Jalan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010- 2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Menurut gambar 1.4 pembangunan infrastruktur dapat dilihat melalui upaya 
pemerintah Jawa Timur dalam melakukan perbaikan kualitas jalan. Pada periode 
2010 hingga 2015 jalan dengan kualitas baik dan sedang meskipun sempat 
mengalami penurunan pada 2011 terus mengalami peningkatan yang signifikan, 
dengan panjang jalan berkualitas baik dan sedang 1548.42 km pada 2010 menjadi 
1574.82 pada 2015. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Jawa 
Timur dalam meningkatkan aksesibilitas wilayahnya. Dalam penelitiannya Muljono 
(2010) menyatakan semakin mudahnya akses suatu wilayah akan mendukung 
terjadinya pemerataan baik intra maupun antar wilayah.  
Selain itu ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah dipengaruhi oleh 
kemampuan suatu wilayah untuk dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya yang digambarkan oleh upah minimum. Upah minimum 
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rusak Berat 60.69 48.83 39.7 22.5 10.5 50.1
Rusak Ringan 391.87 335.77 211.57 181.79 178.47 135.99
Sedang 1236.42 1036.7 859.79 839.07 588.42 847.68












merupakan kebijakan yang digunakan untuk memastikan kesejahteraan tenaga 
kerja dengan membarikan tingkat upah yang wajar. Semakin besarnya kegiatan 
ekonomi yang dilakukan Jawa Timur, tiap tahunnya pemerintah selalu berusaha 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan jumlah upah 
minimum. 
Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2015 
Kabupaten/Kota  2011 2012 2013 2014 2015 
Kota Surabaya 1.115 1.257 1.740 2.200 2.710 
Kab. Pasuruan 1.107 1.252 1.720 2.190 2.700 
Kab. Nganjuk 710 785 960 1.131 1.265 
Kab. Magetan 705 750 866 1.000 1.150 
Jawa Timur 705 745 866 1.000 1.547 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Tabel 1.1 menggambarkan perkembangan uoah minimum di beberapa 
beberapa wilayah dalam Jawa Timur. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa 
meski upah minimum provinsi telah ditetapkan masih terdapat perbedaan yang 
tinggi antar wilayah di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan masih belum efisiennya 
penggunaan kebijakan upah minimum di Jawa Timur. Fakta ini juga didukung oleh 
peenelitian Sungkar, dkk (2015) perubahan upah minimum menyababkan dampak 
yang positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tingginya tingkat 
upah yang ditawarkan Jawa Timur meningkatkan keinginan tenaga kerja dari 
berbagai wilayah untuk melakukan migrasi. 
Tingginya minat migrasi adalah akibat yang tidak dapat dihindari dari 
perbadaan tingkat upah suatu wilayah. Hal ini terjadi karena tenaga kerja 
beranggapan bahwa wilayah yang memiliki upah minimum yang tinggi dapat 
meningkatkan kesempatan mereka untuk memperbaiki kualitas hidupnya. 
Meningkatnya minat migrasi tenaga kerja dapat berdampak baik pada jumlah 





Gambar 1.5 Angkatan Kerja Jawa Timur Tahun 2010-2015 (Ribu Jiwa) 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah) 
Mengacu pada gambar 1.5 meskipun terjadi fluktuasi, angkatan kerja Jawa 
Timur memiliki tren terus meningkat. Peningkatan ini juga diikuti dengan semakin 
banyaknya penyerapan tenaga kerja yang punacknya terjadi pada tahun 2012 
dimana terjadi peningkatan sebesar 806 ribu jiwa dari tahun sebelumnya, 
peningkatan penyerapan ini akan menimbulkan dampak yang positif pada 
produktivitas sektor industri. Pada penelitiannya Sjafrizal (2008) menyatakan 
perbedaan jumlah orang yang bekerja akan berdampak pada produktivitas suatu 
wilayah secara positif. Studi Kurniawan & Sugiyanto (2013) menunjukkan bahwa 
peningkatan jumlah orang bekerja berdampak pada pengurangan jumlah 
pengangguran dan peningkatan faktor produksi yang dimiliki suatu wilayah. 
Peningkatan jumlah orang bekerja juga dapat berdampak pada meningkatnya 
kesejahteraan penduduk di berbagai wilayah. 
Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah dapat digambarkan oleh Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas penduduk wilayah melalui 
tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup (BPS, 2012). Semakin 
baik IPM suatu wilayah menandakan kemudahan penduduk dalam mengakses 







2010 2011 2012 2013 2014 2015
Angkatan Kerja 19527 19653 20238 20432 20150 20275
Bekerja 18698 18605 19411 19554 19306 19368
Tidak bekerja 829 1048 827 878 844 907





sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat 
meningkatkan produktivitasnya dan membebaskan penduduk dari jerat 
ketimpangan. 
Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Tingkat IPM Jawa Timur yang tiap tahunnya meningkat mengindikasikan 
makin baiknya kualitas dan produktivitas penduduk. Berdasarkan gambar 1.6 pada 
2010 IPM bernilai 65.36 dan terus membaik hingga pada 2015 menjadi 68.95. 
Tingkat IPM merupakan gambaran pembangunan suatu wilayah dalam jangka 
panjang yang menunjukkan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh tiap wilayah. 
Pada peneliiannya Islami dan Nugroho (2013) menjelaskan bahwa kualitas 
manusia berjalan seiringan dengan perbaikan pendapatan tenaga kerja dan 
perekonomian wilayah. 
Penelitian mengenai penyebab ketimpangan distrubusi pendapatan antar 
wilayah telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada lingkup Provinsi Jawa Timur 
penelitian Islami dan Nugroho (2018) menemukan bahwa pengaruh IPM terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan adalah signfikan dan searah. Islami juga 




















dengan pengaruh yang berlawanan. Dimana pertumbuhan ekonomi mendukung 
terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan sebaliknya apda investasi. 
Penelitian pada wilayah berbeda juga telah dilakukan oleh Kurniawan & 
Sugiyanto (2013) yang melakukan penelitiannya pada Provinsi Jawa Tengah. 
Dengan memanfaatkan indeks williamson untuk menggambarkan ketimpangan 
dan variabel pertumbuhan ekonomi, proporsi sektor pertanian, dan proporsi sektor 
industri rasio studi menunjukkan dua dampak yang berbeda. Berdasarkan tingkat 
signfikansi proporsi sektor pertanian dan industri memiliki dampak riil, sedangkan 
pertumbuhan ekonmi dan jumlah orang bekerja tidak dapat berpengaruh langsung 
terhadap ketimpangan.  
Dalam lingkup nasional studi mengenai keterkaitan antara ketimpangan antar 
wilayah dan ketimpangan infrastruktur telah dilakukan oleh Sukwika (2018) 
dengan menggunakan tipologi klassen dan indeks williamson untuk menjelaskan 
kondisi kesenjangan antar wilayah. Studi ini menunjukkan hasil jika terdapat 
keterkaitan antara ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan infrastruktur. 
Sehingga kesejangan infrastruktur akan berdampak pada meningkatnya 
kesenjangan antar wilayah di Indonesia.  
Atas dasar penelitian serta data-data yang ada menarik minat penulis untuk 
meneliti permasahan serupa mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 
ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur. Topik ini menjadi menarik 
karena disaat faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan mengalami perbaikan 
Ketimpangan di Jawa Timur masih terus meningkat. Berdasarkan studi yang telah 
banyak dilakukan hanya beberapa yang meniliti pengaruh infrastruktur terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara jika mengacu pada teori penelitian 
Sukwika (2018) pada tingkat nasional ketimpangan ekonomi sangatlah berkaitan 
dengan ketimpangan infrastruktur. Namun, penelitian pada lingkup 





Maka dari itu studi dengan menggunakan variabel infrastruktur pada lingkup 
provinsi menjadi celah yang akan diisi penelitian ini. Penelitian ini akan meneliti 
bagaimana keadaan riil ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pada lingkup provinsi melalui 
variabel aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kondisi ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
pada tahun 2010-2015? 
2. Bagaimanakah pengaruh variabel aglomerasi, infrastruktur, jumlah orang 
bekerja, upah minimum, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahu 2010-2015? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 
yang telah diuraikan. Maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur pada tahun 2010-2015. 
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel aglomerasi, infrastruktur, jumlah 
orang bekerja, upah minimum, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahu 2010-2015. 
 





Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan rekomendasi 
pada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penentuan kebijakan yang berkaitan 
dengan topik penelitian ini dan sebagai sumbangsih akademis dalam topik 
ketimpangan distribusi pendapatan. 
1. Manfaat Praktis: 
Dapat memberikan rekomendasi kebijakan pada pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dalam menangani masalah ketimpangan distribusi pendapatan secara 
efektif dan efisien. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai faktor pemicu 
terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur 
b. Dapat menanggulangi faktor-faktor yang ditengarai sebagai sebab 
terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di 
Jawa Timur. 
c. Sebagai pembanding bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 
dengan topik ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah lainnya. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Kerangka Pustaka 
2.1.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Ketimpangan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh nxegara 
berkembang dalam masa transformasi menjadi negara maju. Ketimpangan dalam 
proses pembangunan suatu daerah adalah hal yang tidak bisa dihilangkan 
(Todaro, 2011). Ketimpangan adalah akibat dari kondisi geografi dan sumber daya 
yang dimiliki tiap daerah dan mempengaruhi kecepatan pembangunan daerah. 
Dalam studinya Sjafrizal (2012) menemukan bahwa perbedaan ini akan membagi 
suatu daerah menjadi daerah maju dan tertinggal. Ketimpangan jika disikapi 
dengan benar dapat menjadi motivasi bagi daerah yang mengalaminya untuk 
melakukan peningkatan. Namun, juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial jika 
tidak segera ditangani (Todaro dalam Smith, 2004).  
Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi dimana adanya perbedaan 
kemakmuran ekonomi antara penduduk kaya dan penduduk miskin yang tercermin 
dari perbedaan pendapatan. Musfidar (2012) menunjukkan bahwa ketimpangan 
merupakan akibat dari output yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dari 
golongan minoritas yang memiliki tujuan tertentu. Singkatnya ketimpangan 
distribusi pendapatan merupakan keadaan dimana adanya perbedaan 
pendapatan antara penduduk kaya dan penduduk miskin akibat penguasaan 
sumber daya dengan sifat yang semakin runcing kebawah. 
Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilihat melalui tiga sudut pandang, 
yaitu: 1) Alokasi pendapatan antar golongan masyarakat (size distribution of 
income); 2) Alokasi pendapatan antar kota dan desa (urban and rural income 





Adelman dan Morris (1973) terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya 
ketimpangan pendapatan pada negara berkembang, diantaranya: 
1. Peningkatan pertumbuhan penduduk bertolak belakang dengan 
pertumbuhan pendapatan per kapita 
2. Volume produksi barang tidak selaras dengan tingkat upah  
3. Pembangunan daerah yang tidak merata 
4. Tingginya investasi pada proyek padat modal 
5. Sulitnya penduduk meningkatkan derajat sosial 
6. Kebijakan substitusi impor yang meningkatkan harga komoditi 
7. Barang ekspor yang kurang bersaing dari negara berkembang 
8. Industri kerajinan mulai runtuh dan ditinggalkan 
Beberapa teori mengenai ketimpangan wilayah telah dikembangkan oleh 
pakar-pakar ekonomi dunia, diantaranya: 
2.1.1.1 Hipotesis Neo-Klasik 
Pembahasan mengenai ketimpangan antar wilayah dipelopori oleh 
Douglass C. North berdasrkan studinya yang membahas petumbuhan ekonomi 
neo-klasik. Dalam studinya ditemukan prediksi yang menarik antara 
pembangunan ekonomi dengan tingkat ketimpangan antar wilayah suatu negara. 
Prediksi ini kemudian dikenal sebadai “Hipotesis Neo-Klasik” dimana pada tahap 
awal pembangunan negara akan mengalami peningkatan ketimpangan antar 
wilayah yang terus berlanjut hingga sampai titik puncaknya. Jika pembangunan 
masih berlangsung maka ketimpangan akan menurun, yang pada akhirnya 
membentuk kurva “U Terbalik”. 
Williamson (1965) menguji kebasahan dari teori ini dalam penelitiannya 
terhadap kesenjangan pembangunan wilayah beberapa negara maju dan negara 
berkembang. Hasilnya menjelaskan bahwa hipiotesis Neo-Klasik secara empirik 





pembangunan tidak serta merta menghentikan ketimpangan justru pada mulanya 
akan memicu naiknya tingkat ketimpangan (Sjafrizal, 2012). 
2.1.1.2 Hipotesis Kuznets 
Dugaan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
distribusi pendapatan dipopulerkan oleh seorang ekonom klasik Simon Kuznets 
(1955) dalam penelitiannya terhadap kesenjangan di beberapa negara. Pada 
studinya Kuznets mengemukakan hipotesis yang menyatakan ketidakmerataan 
distribusi pendapatan cenderung umum terjadi pada masa perintisan ekonomi. 
Namun, seiring berjalannya waktu saat negara berkembang berhasil menjadi 
negara maju masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun 
secara beriringan. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai “Hipotesis Kuznets”  
Kuznets menggambarkan hubungan antara pertumbuhan eko.nomi dan 
ketimpangan distribusi pendapatan menjadi “Kurva U Terbalik” 
Gambar 2.1 Kurva U-Terbalik 
Sumber: Todaro, 2011 
Berdasarkan gambar 2.1 Kuznet menyatakan jika pada permulaan 
petumbuhan ekonomi peningkatan pendapatan perkapita akan searah dengan 
peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Keadaan ini akan terus berlanjut 





ketimpangan perlahan akan menurun dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi 
yang semakin membaik. Secara singkat dapat dimengerti bahwa pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka pendek tidak dapat langsung menyelsaikan masalah 
ketimpangan, justru akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi 
pendapatan. Namun, dalam jangka panjang jika pertumbuhan ekonomi terus 
terjadi distribusi pendapatan semakin merata (Todaro, 2004). 
 Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan dalam distribusi 
pendapatan dari perekonomian yang berbasis pedesaan atau pertanian menjadi 
perekonomian berbasis kota atau industri. Pada tahap awal pembangunan tingkat 
ketimpangan meningkat sebagai dampak dari urbanisasi dan industrialisasi. 
Kemudian pada tahap selanjutnya, sektor industri akan mengalami pembangunan 
dan perluasan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari sektor 
pertanian pedesaan dan distribusi pendapatan mulai merata. 
Dengan struktur perekonomian pada tahap awal pertumbuhan yang 
berpusat pada industri modern berakibat pada semakin sedikitnya lapangan 
pekerjaan, dilain sisi pemusatan ini justru meningkatkan produktivitas dan tingkat 
upah di sektor industri. Hal ini menyebabkan sektor industri modern berkembang 
dengan pesat dan meninggalkan sektor pertanian tradisional yang cenderung 
stagnan. Perbedaan kecepatan ini membuat ketimpangan antara sektor industri 
dan pertanian semakin tinggi. Namun, pada saat perekonomian telah mencapai 
puncaknya kesenjangan ini akan menurun secara alami. 
Dalam penelitiannya Kuznets mengasumsikan jika dibandingkan dengan 
kelompok yang berpenghasilan rendah, kelompok dengan dengan pendapatan 
tinggi memiliki kontribusi yang lebih besar pada modal dan tabungan. Fenomena 
ini membuat terjadinya pemusatan modal pada kelompok dengan pendapatan 
tinggi yang terjadi secara terus menerus (akumulatif) sehingga memperbesar 





2.1.1.3 Teori Ketimpangan Myrdal 
Penyebab terjadinya ketimpangan juga dijelaskan oleh Myrdal (1957) 
dengan menggunakan spread effects (dampak sebar) dan backwash effects 
(dampak pengurasan) dari pembangunan yang terpusat. Spread effects dapat 
diartikan sebagai peneybaran dampak positif dari pembangunan pusat 
perekonomian. Sedangkan backwash effects merupakan dampak negatif 
pembangunan dengan semakin berkurangnya modal dan tenaga kerja yang 
berada di wilayah sekitar pembangunan.  
Backwash effects yang disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi di 
wilayah maju akan menarik tenaga kerja produktif dari wilayah sekitarnya dan 
meyebakan produktivitas wilayah meningkatnya. Akibatnya semakin banyak 
investasi yang ditujukan pada daerah maju dan kesejahteraan penduduk 
meningkat. Perbedaan yang mencolok antara daerah maju dan daerah 
terbelakang ini meningkatkan ketimpangan antar wilayah. 
Sebaliknya, spread effects memberikan keuntungan pada wilayah-wilayah 
sekitar wilayah maju melalui peningkatan permintaan barang mentah sebagai 
faktpr produksi yang dibutuhkan oleh industri di wilayah maju. Dengan 
meningkatnya kebutuhan industri maka daerah terbelakang secara perlahan dapat 
meningkatkan kualitas wilayahnya melalui aliran investasi dari pusat pertumbuhan 
yang ditujukan untuk wiolayah sekitar.  
Menurut Myrdal (1957) pada negara berkembang, perbedaan tingkat 
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi antara wilayah perkotaan modern dan 
pedesaan tradisional yang terlalu tinggi akan mengantarkan pada backwash effect 
yang lebih kuat dari spread effect. Dalam jangka panjang backwash effect akan 
semakin menutupi spread effect dan menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan ini 
akan menjadikan wilayah maju sebagai magnet pembangunan dan menyebabkan 





Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kekuatan segelintir pelaku ekonomi 
sehingga pasar termonopoli dan memicu terjadinya ketimpangan antar daerah 
(Arsyad, 1999). 
 
Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada suatu wilayah dapat 
diukur dengan beberapa cara, diantaranya adalah indeks gini dan indeks entropi 
theil. Adapun penjelasan dari dua metode tersbut adakah sebagai berikut: 
2.1.1.4 Indeks Gini 
Rasio Gini merupakan metode yang paling umum dipakai dalam 
pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Rasio Gini adalah gambaran 
menyeluruh timpangnya pendapatan suatu wilayah yang ditulis dalam bentuk 
angka dengan satuan skala, semakin tinggi nilai rasio Gini semakin tinggi pula 
tingkat ketimpangan suatu wilayah (Sjafrizal, 2008). Koefisien Gini diukur 
berdasarkan konsentrasi pendapatan suatu wilayah terhadap golongan penduduk 
tertentu, biasanya digolongkan pada penduduk pendapatan bawah, menengah, 
dan tinggi. 
Rasio Gini biasanya dijelaskan dengan kurva Lorenz, yaitu kurva yang 
menggambarkan pengeluaran komulatif dengan membandingkan pengeluaran 
dari variabel terkait dengan distribusi yang sama untuk mewakili beberapa 
golongan penduduk. Rasio Gini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
(Arsyad, 2010): 





GR : Rasio Gini 
Xi : Proporsi komulatif dari jumlah rumah tangga 





I : Tingkat pendapatan i 
Hasil dari rasio Gini biasanya akan dikaitkan denga kurva Lorenz yang 
berbentuk dua garis dengan satu garis lurus membentuk 45 derajat dan satu garis 
lengkung. Kurva ini menggambarka hubungan antara persentase pendapatan riil 
penduduk dan pendapatan total. 
Gambar 2.2 Kurva Lorenz 
Sumber: Todaro & Smith, 2009 
Garis lurus 45 derajat menggambarkan terjadinya pemerataan sempurna. 
Maka, semakin jauh jarak lengkung dari garis lurus maka semakin tinggi disparitas 
pendapatan suatu wilayah. 
2.1.1.5 Indeks Entropi Theil 
Indeks Entropi Theil memproyeksi ketimpangan ekonomi dan konsentrasi 
industri berdasarkan pada aplikasi teori informasi. Indeks ini mengukur disparitas 
berdasarkan pendapatan kotor yang diproses dalam dua lingkup yaitu antar dan 
dalam suatu daerah. Indeks EntropI Theil dapat dihitung dengan rumus (Sjafrizal, 
2012): 














Td : Indeks Theil 





yij : PDRB per-kapita Kabupate/Kota di Jawa Timur 
N : Jumlah penduduk Jawa Timur 
nij : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Indeks EntropI Theil menghasilkan koefisien yang berniali 0 hingga 1, 
dengan semakin rendah angka yang dihasilkan menunjukkan bahwa rendahnya 
tingkat ketimpangan suatu wilayah dan sebaliknya. Atau dapat diartikan semakin 
kecil nilai indesk theil suatu wilayah distribusi pendapatan suatu wilayah semakin 
merata. 
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Perkembangan suatu wilayah secara kuantitatif dapat diproyeksikan oleh 
pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 
perbaikan aktivitas ekonomi sehingga wilayah dapat meningkatkan ouput per-
kapita sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta keesejahteraan ekonomi 
bagi masyarakat (Boediono, 1985). Peningkatan ini ditunjukan dengan perubahan 
persentase pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih 
positif dari tahun sebelumnya. Gagasan mengenai proses pertumbuhan ekonomi 
telah banyak dilahirkan oleh ahli ekonomi dunia, diantaranya: 
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 
Teori pertumbuhan ekonomi klasik didasarkan pada asumsi yang 
menyatakan pasar dapat bekerja dan mengatur dirinya sendiri tanpa bantuan baik 
dari pemerintah atau internasional. Berdasarkan teori ini pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 hal pokok: 
1. Jumlah Sumber Daya Alam, yang berguna sebagai input dasar untuk 
melakukan produksi barang dan jasa 
2. Jumlah Sumber Daya Manusia, yang bekerja unutk meningkatkan nilai 





3. Stok Modal, sebagai input produksi yang menentukan pertumbuhan 
output yang dihasilkan oleh SDA dan SDM 
Meskipun menyadari tiga faktor tersebut sangat penting dan tidak dapat 
dipisahkan, teori klasik menitikberatkan pertumbuhan output dan jumlah penduduk 
sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi.  
Sesuai dengan penyataan Smith gagasan ini berargumen bahwa 
pertambahan penduduk akan mendorong terjadinya perluasan pasar yang 
berdampak pada meningkatnya spesialisasi dalam perekonomian. Pada jangka 
panjang spesialisasi dapat berdampak pada peningkatan output wilayah akrena 
produktivitas penduduk yang makin meningkat.  
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Malthus dan Ricardo. Menurut 
keduanya pertumbuhan penduduk justru akan menghambat terjadinya 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang 
menacapai dua kali lipat bertolak belakang degan pertumbuhan sumber daya alam 
dan jumlah lahan yang tetap. Dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk ini 
justru dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi ke taraf yang lebih rendah 
dan upah yang didapatkan pekerja menjadi sangat kecil (Sukirno, 2004). 
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 
Teori neo-kalisk diinisiasi oleh Robert M. Solow (1970) yang merupakan 
pengembangan dari teori Harrod-Domar. Model ini melihat pertumbuhan ekonomi 
yang digambarkan oleh tingkat output terdiri dari penduduk, modal, dan kemajuan 
teknologi (Arsyad,1999). Adapun model ekonomi yang digunakan dalam teoti ini 
adalah  
Y = f (K, L) 
Dengan : 
Y : Tingkat Output (Pertumbuhan Ekonomi) 





L : Jumlah Tenaga Kerja 
Berdasarkan persamaan ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi 
dipengaruhi oleh kombinasi stok modal dan jumlah tenaga kerja. Konteks ternaga 
kerja dalam teori ini lebih luas dari teori pendahulunya, dimana bukan sekedar 
tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah tapi juga teknologi yang 
digunakan dalam proses produksi. Teknologi yang dimaksud dapat berupa 
keahlian, pendidikan, dan kesehatan yang dimiliki tenaga kerja yang dapat 
mendukung produktivitas tenaga kerja itu sendiri. 
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa teori neo klasik menitikberatkan 
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada pada 
kuantitas tenaga kerja, tapi juga pada kualitasnya. Stok modal dalam teori ini 
dihasilkan dari tabungan, investasi, dan perkembangan teknologi yang ada di 
suatu wilayah (Smith dan Todaro, 2011). 
2.1.2.3 Teori Perubahan Struktural 
Teori perubahan struktural menyoroti perubahan struktural perekonomian 
suatu wilayah yang sedang berkembang. Menurut Todaro (1999) Teori ini 
menggambarkan terjadinya transformasi struktural perkonomian suatu wilayah 
yang dirumuskan oleh W. Arthur Lewis, perekonomian yang berbasis pertanian 
pada tahap tertentu akan berubah menjadi perekonomian modern yang berbasis 
industri dan jasa. Transformasi ini terjadi karena kontribusi sektor industri telah 
melampaui kontribusi sektor pertanian 
Lewis juga merumuskan Model Dua Sektor Lewis yaitu teori yang 
menyebutkan bahwa terjadi surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional 
sehingga dapat diserap oleh sektor industri modern. Penyerapan tenaga kerja ini 
dapat meningkatkan pertumbuhan sektor industri karena semakin tingginya output 





berlanjut seiring dengan semakin anyaknya lapangan kerja yang tersedia hingga 
seluruh surplus tenaga kerja sektor tradisional terserap habis oleh sektor modern. 
2.1.3 Aglomerasi Industri 
Konsep ekonomi aglomerasi berasal dari ilmu ekonomi geografi, aglomerasi 
dalam ekonomi geografi berhubungan dengan konsentrasi atau perkumpulan 
lokasi dari pelaku dan kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 1997). Konsep 
ini di konfirmasi oleh pemikiran Montgomery yang menjelaskan aglomerasi 
sebagai pemusatan lokasi kegiatan ekonomi untuk mencari penghematan dan 
seringkali dikaitkan dengan kluster perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen 
(Kuncoro, 2002). 
Ekonomi agloemrasi muncul dari sistem pengelompokkan wilayah yang 
betujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruiktur dan ekonomi suatu 
wilayah. Wilayah nodal atau heterogen adalah wilayah fungsional yang terdiri dari 
wilayah pusat (node) dan wilayah terbelakang (hinterland). Konsep wilayah nodal 
menekankan pada ketergantungan antara wilayah pusat dan wilayah sekitarnya 
sehingga terjadi hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan satu dengan 
lainnya (Richardson, 1969). Akibatnya aktivitas antara dua wilayah tersebut 
memiliki forward linkage dan backward linkage yang sangat erat dan memicu 
terjadinya aglomerasi industri. 
Aglomerasi terjadi karena pelaku ekonomi berusaha untuk mendapatkan 
keuntungan berupa penghematan akibat kedekatan lokasi perusahaan yang 
menyebabkan terjadinya skala ekonomi dan meningkatnya ukuran pasar, 
sehingga terjadi penurunan pada biaya transportasi faktor produksi. 
Pengehematan menurut Capelo (2007) dapat dikategorikan menjadi: 
1. Penghematan Skala Ekonomi (Economies Of Scale) 
Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan berdampak pada 





industri dan menyebabkan turunnya biaya produksi. Penghematan ini 
dapat dirasakan oleh internal perusahaan. 
2. Penghematan Lokalisasi (Localization Economies) 
Semakin dekatnya lokasi perusahaan dalam industri akan menekan 
biaya distribusi antar perusahaan yang saling berkaitan. Penghematan 
ini diarasakan oleh perusahaan yang memiliki forward dan backward 
linkage pada suatu sektor. 
3. Penghematan Urbanisasi (Urbanization Economies) 
Industri yang berlokasi di kawasan perkotaan umumnya dapat 
melakukan produksi dengan lebih efisien karena tersedianya sarana dan 
prasarana infrastruktur yang lebih memadai sehingga industri tidak perlu 
mengeluarkan biaya tambahan untuk produksi. 
Penghematan yang terjadi merupakan dampak dari adanya skala ekonomi 
akibat volume produksi yang terus meningkat yang juga dikenal sebagai lokalisasi 
industri. Terjadinya aglomerasi pada industri membuat skala ekonomi, biaya 
transportasi, dan permintaan konsumen menjadi saling berkaitan, karena industri 
akan melakukan produksi sesuai permintaan pasar lokasinya. Menurut McCann 
(2006) sumber aglomerasi terdiri dari tiga aspek, yaitu: 
1. Information Spillovers. Kemudahan dalam proses berhubungan dan 
bertukar informasi yang dilakukan antar perusahaan karena lokasi yang 
berdekatan.  
2. Non-Traded Local Inputs. Berkumpulnya perusahan-perusahaan sejenis 
di lokasi yang sama mengakibatkan beberapa input tertentu lebih efisien 






3. Local Skilled-Labour Pool. Melimpahnya tenaga kerja pada satu titik 
menyebabkan perusahaan memiliki keuntungan untuk dapat 
menentukan harga faktor produksi, termasuk upah tenaga kerja. 
Cara yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat aglomerasi suatu 
wilayah adalah melalui proporsi PDRB sektor tertentu Kabupaten/Kota terhadap 
PDRB provinsi (Bonet 2006). Untuk mendapatkan satuan aglomerasi digunakan 
rumus: 





PDRBi : Produk Domestik Regional Bruto Sektor Tertentu Kabupaten/Kota 
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Tertentu Provinsi 
Pengukuran aglomerasi menggunakan pendekatan output digunakan dengan 
mempertimbangkan sifat dari faktor produksi industri yang dinamis dan mudah 
mengalami perubahan. Pembangunan yang terus meningkat berdampak pada 
semakin banyaknya wilayah nodal baru sehingga ketersediaan faktor produksi 
dapat terus berubah seiring waktu. 
2.1.4 Infrastruktur 
Infrastruktur merupakan salah satu pilar pendukung terjadinya percepatan 
pembangunan dan pemerataan ekonomi wilayah, sehingga wilayah dengan 
persediaan infrastruktur yang baik dan mencukupi dalam aspek ekonomi akan 
tumbuh lebih cepat (World Bank, 1994). Semakin besarnya kegiatan ekonomi yang 
dilakukan maka semakin kompleks pula infrastruktur yang dibutuhkan, tanpa 
infrastruktur perekonomian tidak akan berjalan maksimal atau bahkan tersendat. 
Insfrastruktur akan mendukung peningkatan utilitas dan fungsi produksi sehingga 
terjadi pemerataan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan pendapatan di daerah 





Grigg (1998, dalam Kodoatie, 2005) menjelaskan infrastruktur sebagai 
struktur aset fisik berbentuk barang publik yang berguna untuk memenuhi 
kebutuhan manusia berupa kebutuhan sosial maupun ekonomi. Sehingga penting 
bagi para pembuat kebijakan untuk memahami fungsi dari tiap infratruktur yang 
akan berdampak pada sistem sosial dan ekonomi suatu daerah. 
World Bank (1994) mendefinisikan infrastruktur menjadi:  
1. Infrastruktur ekonomi, yaitu modal fisik yang digunakan dalam kegiatan 
berupa public uitlities, public works, serta sektor transportasi. 
2. Infrastruktur sosial, yaitu modal yang mendukung peningkatan kualitas 
penduduk yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 
rekreasi. 
3. Infrastruktur administrasi, yaitu modal yang berhubungan dengan hukum, 
administrasi, dan kebudayaan. 
Mankiw (2006) menyatakan infrastruktur merupakan modal fisik yang dapat 
membantu meningkatkan produktivitas pekerja melalui alat dan mesin sebagai 
tools untuk bekerja menghasilkan barang dan jasa. 
2.1.5 Upah Minimum  
Badan Pusat Statistik mendefinisikan upah atau gaji bersih sebagai imbalan 
dari perusahaan yang diterima tenaga kerja atas kerja yang dilakukan selama satu 
bulan berupa uang atau barang yang nilainya sesuai dengan kinerja yang telah 
dilakukan. 
Upah merupakan penerimaan tenaga kerja yang berasal dari pekerjaan atau 
jasa yang telah dilakukan untuk perusahaan yang berbentuk uang. Upah 
ditetapkan berdasarkan persetujuan atau Undang-Undang yang dibayarkan 
berdasarkan persetujuan kerja antara perusahaan dan karyawan, termasuk 





Dijelaskan oleh Kuncoro (2002), berdasarkan teori Neo-Klasik kenaikan 
tingkat upah berpengaruh negatif pada permintaan tenaga kerja akibat 
meningkatnya biaya faktor produksi. Peningkatan upah yang tidak disamai 
peningkatan harga faktor produksi lainnya menyebabkan perusahaan memangkas 
jumlah tenaga kerja demi mempertahakan keuntungannya. Di lain sisi teori upah 
efisiensi menyatakan peningkatan upah berdampak pada peningkatan produktitas 
tenaga kerja melalui volume output, sehingga pada akhirnya juga berdampak pada 
kebutuhan tenaga kerja. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 Upah Minimum (UM) merupakan 
standar upah yang dibarikan meliputi upahapokok dan tunjangan tetap tiap bulan. 
Standar ini ditetapkan berdasarkan tingkat regional yang telah disepakati, mulai 
dari provinsi hingga kabupaten/kota. 
2.1.6 Jumlah Orang Bekerja 
Tenaga kerja adalah penduduk yang sedang dalam rentang usia kerja. 
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan, tenaga kerja merupakan 
tiap orang yangamampu melakukan aktivitas produksi barangadan jasa untuk 
konsumsi baik pribadi atau umum. Badan Pusat Stastistik mengacu pada 
International Labour Organization (ILO) menjelaskan tenaga kerja sebagai 
seluruhan penduduk usia kerja atau 15 tahun keatas yang dibagi menjadi dua 
kelompok: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Simanjuntak (1998) 
membuat struktur penduduk serta tenaga kerja seperti berikut: 





Sumber: Simanjuntak, 1998 
Seseorang dapat dikatakan sebagai angkatan kerja apabila berada dalam 
usia kerja. Angkatan kerja tersusun dari golongan bekerja yaitu pekerja yang telah 
aktif dalam memroduksi barang dan jasa serta golongan menganggur yaitu yang 
tidak atau sedang mencari kerja (Subari,2003). Meskipun tidak bekerja, penduduk 
yang bukan golongan kerja dapat memberikan bantuan pada keadaan tertantu. 
Secara singkat dapat dipahami tenaga kerja di Indonesia merupakan 
penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang terlibat dalam kegiatan produksi 
untuk menghasilkan barang dan jasa demi muncukupi kebutuhan sendiri maupun 
umum.  
Mengacu pada teori ekonomi klasik, jumlah penduduk suatu wilayah 
merupakan satu dari sekian elemen utama yang mendukung terjadinya 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan jumlah duduk yang besar suatu 
wilayah memiliki jumlah faktor produksi berupa tenaga kerja yang melimpah, 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu wilayah dan pada gilirannya 
dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah. 





Menurut Stockley (2003) modal manusia merujuk pada pengertian bahwa 
manusia merupakan aset penting yang berkontribusi pada pengembangan dan 
pertumbuhan dalam organisasi dan bisnis sama halnya dengan modal aset fisik 
seperti mesin. Berdasarkan teori ini manusia memiliki peran dalam segala kegiatan 
ekonomi mulai dari produksi hingga konsumsi. berkembangnya teori ini 
menyebabkan perluasan makna dari human capital dalam tiga aspek: 
1. Human capital sebagai kemampuan individu. Menurut Rastogi (2003) 
human capital merupakan kompetensi dan kualitas yang dimiliki individu 
saat dia lahir. 
2. Human capital sebagai kemampuan yang bisa diperlajari. Dalam aspek 
ini manusia dapat meningkatkan kualitasnya dengan proses sekolah, 
kursus, dan pelatihan (Alan, 2008). 
3. Human capital dalam prespektif orientasi produksi, menurut Roomer dan 
Rosen (1999) merupakan sumber dari produktivitas ekonomi yang 
mendorong perusahaan untuk melakukan investasi. 
Todaro (2011) menjelaskan bahwa human capital investment memiliki 
konsep yang sama dengan modal insani. Model insani adalah investasi jangka 
panjang pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, 
dan kesehatan yang dimiliki manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan 
perawatan kesehatan.  
Pengukuran kualitas modal manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, 
diantaranya melalui: pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang di Indonesia telah 
terangkum pada mekanisme penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index berguna sebagai 
ukurankuantitaif yang menggambarkan kualitas penduduk yang mengacu pada 
tingkat harapan hidup, buta huruf, pendidikan, dan standar hidup yang digunakan 





terdapat tiga dimensi dasar pembangunan manusia di Indonesia, yaitu: 1) Aspek 
kesehatan; 2) Aspek pengetahuan; 3) Aspek kelayakan hidup. 
2.1.8 Hubungan Antar Variabel  
Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dijabarkan sebelumnya dapat 
disimpulkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 
menjadi sebagai berikut: 
2.1.8.1 Hubungan Aglomerasi Industri dengan Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan 
Secara singkat aglomerasi dapat dipahami sebagai penghematan yang 
didapatkan pelaku ekonomi akibat konsentrasi spasial dan sering kali dikaitkan 
dengan kluster perusahaan, pekerja, dan konsumen. Dengan konsentrasi ini 
industri dapat melakukan kegiatan produksi secara maksimal karena adanya 
penurunan biaya faktor produksi.  
Dalam teorinya Myrdal menyatakan, pemusatan kegiatan ekonomi di 
wilayah maju akan cenderung menguntungkan daerah maju dan menekan 
kegiatan ekonomi di wilayah terbelakang. Hal ini terjadi karena backwash effect 
pemusatan pembangunan seperti berkurangnya tenaga kerja dan aliran modal 
lebih besar dari spread effect pembangunan itu sendiri. 
Penelitian Kurniawan dan Sugiyanto (2013) tentang faktor penyebab 
kesenjangan pendapatan Jawa Tengah menunjukkan aglomerasi yang 
dilambangkan oleh konsentrasi kegiatan industri secara signifikan berkontribusi 
tehadap peningkatan ketimpangan. Hal ini deibabkan aglomerasi atau permusatan 
kegiatan ekonomi di suatu wilayah membuat perekonmian wilayah sekitarnya 
tertertekan karena tingkat output yag terus menurun. Sehingga tingginya tingkat 
aglomerasi akan meningkatkan derajat ketimpangan suatu wilayah karena 





Penelitian ini sejalan dengan studi Sjafizal (2008) menyatakan tingginya 
tingkat konsentrasi ekonomi akibat aglomerasi dapat memicu ketimpangan antar 
wilayah. Wilayah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi akan mendorong 
wilayah lain untuk melakukan percepatan pembangunan. Percepatan 
pembangunan dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan kesempatan 
kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. 
2.1.8.2 Hubungan Infrsatruktur dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Infrastruktur merupakan faktor yang mendukung terjadinya pemerataan. 
Selaras dengan teori Neo-Klasik dimana pada mula pertumbuhan pembangunan 
infrastruktur masih belum merata sehingga menyebabkan ketimpangan. Todaro 
(2006) menyatakan tingkat tersedianya infrastruktur disuatu negara merupakan 
faktor penting serta menentukan derajat kecepatan dan perluasan pembangunan 
ekonomi. Nantinya saat pertumbuhan ini berlanjut pembangunan infrastruktur juga 
akan mengalami pemerataan yang diikuti pemerataan pendapatan yang 
mengurangi ketimpangan. 
Dalam menghadapi ketimpangan, infrastruktur dapat berperan seperti 
pisau bermata dua. Di satu sisi pembangunan infrastruktur memungkinkan 
terjadinya perluasan pemerataan pendapatan dengan meningkatkan aksesibilitas 
penduduk, di sisi lain pembangunan infrastruktur yang tidak terkonsentrasi 
meningkatkan kemungkinan terjadinya ketimpangan (Chotia & Rao, 2017).  
Sukwika (2018) dalam penelitiannya mengenai peran infrastruktur 
terhadap disparitas ekonomi antar wilayah Indonesia memaparkan, ketimpangan 
ekonomi di Indonesia utamanya diasosiasikan dengan ketimpangan infrastruktur. 
Semakin tinggi ketimpangan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah semakin 
tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi. 
Sebelumnya pada penelitian yang dilakukan Muljono, dkk (2010) 





kerja baik di dalam wilayah maupun antar wilayah Barat dan Timur Indonesia. 
Penelitian ini menyatakan dampak pembangunan infrastruktur berdampak positif 
pada tenaga kerja berupa peningkatan pendapatan dengan tingkat yang berbeda 
di tiap wilayah. Maka dalam lingkup antar wilayah, Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
selalu merasakan dampak yang lebih kecil jika dibandingkan Kawasan Barat 
Indonesia (KBI). 
2.1.8.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan 
Upah minimum merupakan satu dari sekian faktor yang mempengaruhi 
terjadinya ketimpangan pendapatan. Teori upah neo klasik menjelaskan, hal ini 
terjadi karena dengan meningkatnya upah minimum akan menurunkan permintaan 
tenaga kerja dari perusahaan, sehingga tingkat pengangguran meningkat yang 
menjadi sumber peningkatan ketimpangan. 
Abdullah (2013) melalui penelitiannya tentang determinan ketimpangan 
pendapatan di Jawa Tengah menyebutkan bahwa upah merupakan variabel yang 
berpengaruh secara signifikan pada tingkat ketimpangan. Meningkatnya upah 
menyebabkan indeks Gini Jawa Tengah juga meningkat yang didukung dengat 
data UMR dan indeks Gini Jawa Tengah.  
Penelitian lain yang dilakukan Sungkar, dkk (2015) mengenai dampak 
upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia juga mengemukakan 
hasil yang serupa. Dimana upah minimum berdampak postif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi pada periode 1999-2003 di 
Indonesia. Penyelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum akan 
diikuti oleh perubahan indeks Gini yang menggambarkan meningkatnya 
ketimpangan distribusi pendapatan. 






Teori pertumbuhan klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah bergantung pada jumlah penduduk dan tenaga kerja yang dimiliki. Sjafrizal 
(2008) menyatakan bahwa kondisi demografis suatu daerha meliputi selalu 
memiliki perbedaan. Diantaranya termasuk perbedaan pada struktur, pendidikan, 
kesehatan, dan karakteristik penduduk yang berpengaruh pada tingkat 
ketimpangan suatu wilayah. Selain itu, jumlah orang yang bekerja berpengaruh 
pada produktivitas suatu daerah secara positif. 
Penelitian yang dilakukan Kurniawan & Sugiyanto (2013) mengenai 
determinan ketimpangan wilayah Jawa Tenngan tahun 2002-2010 menunjukkan 
bahwa jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Hal 
ini terjadi karena semkain besar jumlah orang yang bekerja dapat menjadi faktor 
produksi perekonomian suatu wilayah. Dengan banyaknya orang yang bekerja 
pembangunan wilayah akan menjadi lebih optimal dan dapat mengurangi 
ketimpangan wilayah. 
2.1.8.5 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas dan 
kesejahteraan penduduk suatu kota. Kesejahteraan digambarkan oleh mudahnya 
akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di suatu wilayah. 
Pada dasarnya indeks ini menyetujui argumen dari teori modal manusia dimana 
aspek pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan suatu wilayah 
dengan meningkatkan produktivitas.  
Dalam studinya Mopangga (2011) memaparkan bahwa pada dua uji yang 
dilakukan IPM menunjukkan dampak yang positif terhadap ketimpangan. 
Fenomena ini terjadi karena peningkatan IPM cenderung terjadi pada daerah yang 
sebelumnya telah memiliki tingkat IPM yang tinggi, sehingga perbedaan antar 





Pada penelitian Islami dan Nugroho (2013) mengenai ketimpangan 
pembangunan di Jawa Timuramenunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap 
ketimpangan pembangunan secara positif walaupun tidak signifikan. 
Meningkatnya IPM menggambarkan semakin baiknya kualitas penduduk suatu 
daerah. Namun, jika dilihat lebih dekat peningkatan ini tidak terjadi dengan merata 






2.2 Penelitian Terdahulu 
Studi mengenai ketimpangan antar wilayah dipelopori oleh Douglass C. North dan Simon Kuznets (1955) yang menemukan 
adanya korelasi yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan setelah keduanya melakukan penelitian mengenai 
ketimpangan pada beberapa negara di dunia. 
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia telah banyak dilakukan, 
baik dalam skala provinsi maupun nasional. Penelitian-penelitian ini juga menggunakan beragam variabel yang berbeda sehingga 
menarik penulis untuk melakukan penelitian serupa. Adapun beberapa penelitian yang merupakan acuan bagi penelitian ini adalah: 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
1 Kurniawan, Benedictus 
RAK dan Sugiyanto FX 
(2013) 
Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Share Sektor 
Industri dan Pertanian Serta 
Tingkat Jumlah Orang 
Yang Bekerja Terhadap 
Ketimpangan Wilayah Antar  
Kabupaten/Kota di Jawa 




(X1), share sektor 
pertanian (X2), share 
sektor industri (X3), 




- Pertumbuhan ekonomi, share sektor 
pertanian dan industri terbukti berkontribusi 
positif terhadap ketimpangan dengan 
menghambat perekonomian wilayah lain. 








No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
2 Sukwika, Tatan (2018) Peran Pembangunan 
Infrastruktur terhadap 
Ketimpangan Ekonomi 
Antarwilayah di Indonesia 
Ketimpangan ekonomi 
(Y), infrastruktur (X1), 





korelasi, dan analisis 
regresi 
- Adanya kesenjangan ekoomi antar 
provonsi di Indonesia pada periode 2011-
2015 
- Trend kesenjangan infrastruktur cukup 
beragam dan fuktuatif pada periode 2011-
2015 
- Infrastruktur merupakan faktor penting 
dalam perkembangan ekonomi maka perlu 
ada eskplorasi program pemerataan 
pembangunan infratruktur. 
3 Islami, Fitrah S dan 
Nugroho SBM (2018)  
Faktor-Faktor 
Mempengaruhi Ketimpangan 
Wilayah di Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia 
Ketimpangan wilayah 
(Y), investasi (X1), 
angkatan kerja (X2), IPM 
(X3), pertumbuhan 





Willamson, dan analisis 
regresi linear berganda 
- Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki 
jenis kontribusi yang berbeda. Dengan 
investasi yang berpengaruh signifikan 
sedangkan ipm dan pertumbuhan ekonomi 
tidak signifikan. 
- Sifat kontribusi yang diberikan juga berbeda 
dengan pertumbuhan ekonomi dan 






No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
4 Mopangga, H. (2011).  Analisis Ketimpangan 
Pembangunan dan 






- Pada tahap awal pembangunan, 
ketimpangan cenderung melonjak dan 
berangsur menurun seiring berjalannya 
waktu. Hal ini sesuai dengan hipotesa neo 
klasik dan teori konvergensi 
- Perbedaan PDRB per-kapita, IPM dan 
Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) 
berkontribusi sangat signfiikan terhadap 
ketimpangan yang terjadi di Provinsi 
Gorontalo 




Pengaruh Upah Minimum 
Terhadap Ketimpangan 
Pendapatan di Indonesia 
Kesenjangan 
pendapatam (Y) dan 
upah minimum (X1) 
Analisis dilakukan 
dengan OLS 
- Upah minimum berkontribusi signifikan 
terhadap perubahan ketimpangan 
pendapatan pada tahun 1999-2013. Hal ini 
berarti peningkatan upah minimum dakan 
memicu peningkatan pada ketimpangan 
pendapatan yang digambarkan oleh rasio 
Gini 
- Adanya pengaruh yang signifikan dari upah 
minimum terhadap ketimpangan 
menunjukkan bahwa upah minimum 





No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
bertujuan untuk pemerataan pendapatan 
masih belum digunakan dengan efisien.  
- Kenaikan upah minimum juga diikuri 
dengan penurunan kesempatan kerja di 
sektor formal. Yang berarti jika tidak 
diregulasi dengan tepat maka peningkatan 
upah akan berpotensi mengurangi jumlah 
permintaan tenaga kerja dari perusahaan 
dan menggagalkan tujuan awal dari 
kebijakan upah minimum.   
6 Abdullah, Rusli (2013) Faktor-Faktor Yang 
Memengaruhi Ketimpangan 
Pendapatan di Jawa Tengah 
Ketimpangan 
pendapatan (Y), share 
output (X1), urbanisasi 
(X2), upah minimu 
regional (X3), dan 
dependensi (X4) 
Analisis dilakukan 
dengan regresi data 
panel  
- Dari keempat faktor yang diduga menjadi 
penyebab ketimpangan di Jawa Tengah, 
hanya dua faktor yang secara signifikan 
memengaruhi ketimpangan pendapatan. 
Dua faktor itu adalah share output 
perekonomian dannupah. Faktor lainnya 
yaitu urbanisasi dan tingkat dependensi 






No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
7 Litwin, Benjamin 
(2015) 
Determining the Effect of the 
Minimum Wage on Income 
Inequality 
Ketimpangan 
pendapatan (Y), upah 
Minimum (X1), upah 
minimum kuadrat (X2), 
tingkat pendidikan (X3), 
ukuran indsutri industri 




(X7), jumlah penduduk 
perkotaan (X8). 
Analisis dilakukan 
dengan regresi data 
panel metode fix effect. 
- Upah minimum, upah minimum kuadrat, 
tingkat pendidikan, dan ukuran industri 
berdampak signifikan pada ketimpangan 
distribusi pendapatan pada 17 negara 
anggota OECD di periode 1980-2010. 
- Terdapat hubungan non-linear antara upah 
minimum dan ketimpangan sehingga upah 
minimum dapat mengurangi ketimpangan 
distribusi pendapatan melalui mekanisme 
redistribusi pendapatan.  
- Upah minimum dapat mengurangi 
ketimpangan melalui redistribusi 
pendapatan dari golongan berpendapatan 
tinggi. Namun, efek ini hanya dapat terjadi 






No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 
8 Raychaudhuri, Ajitava 
dan Prabir De (2016 
Trade, Infrastructure and 
Income Inequality in 









kapita (X4), luas wilayah 
(X5), inflasi (X6), 
populasi (x7).  
Analisis dilakukan 
dengan regresi data 
panel metode fix effect 
dan random effect. 
 
- Keterbukaan ekonomi berdasarkan hasil fix 
effect dan random memiliki dampak yang 
positif yang signifikan terhadap 
ketimpangan ekonomi pada beberapa 
negara asia dengan semakin tingginya 
permintaan terhadap skilled labour dan 
meningkatkan pengangguran. 
- Sedangkan jumlah Infrastruktur memiliki 
dampak mengurangi ketimpangan pada 
random effect dan fix effect tanpa varibale 
keterbukaan ekonomi. Meingkatnya 
keterbukaan ekonomi akan mengurangi 
dampak dari infrastruktur pada 
ketimpangan dengan pemusatan 
pembangunan.  
- Kualitas dari infrastruktur juga memiliki 
dampak yang signifikan terhadap 
pengurangan ketimpangan dengan 





No Penulis Judul Variabel dan Metode Hasil 




and economic growth 
Pertumbuhan ekonomi 
(Y), GDP per-kapita 
(X1), investasi (X2), 
lama sekolah (X3), 
ketimpangan (X4), 





dengan regresi linear 
berganda, regresi data 
panel metode fix effect 
dan random effect, serta 
System-GMM. 
- Terdapat hubungan yang erat antara 
pertumbuhan dan ketimpangan 
pendapatan dengan arah yang negatif. 
Sedangakan  aglomerasi berdampak 
positif pada pertumbuhan ekonomi suatu 
negara.  
- Ditemukan adanya hubungan yang 
relevan pada aglomerasi dan ketimpangan 
pendapatan. 
- Dampak dari aglomerasi terhadap 
pertumbuhan akan berbeda pada tiap 
negara tergantung pada tingkat 
ketimpangan. Dapat disimpulkan bahwa 
aglomerasi dapat memicu pertumbuhan 
ekonomi dan juag meingkatkan 
ketimpangan pendapatan 
Sumber: Berbagai Sumber (diolah), 2020 
Ketimpangan baik dalam konteks pembangunan mau pendapatan merupakan topik yang menarik untuk diteliti terutama disaat 
banyak negara-negara di dunia berusaha untuk bertransformasi menjadi negara maju. Penelitian yang menggugah penulis untuk 





Sugiyanto (2013) menginspirasi penulis untuk menggunakan variabel yang serupa yaitu share sektor industri dan jumlah orang 
bekerja untuk meneliti dampak kedua variabel pada Provinsi Jawa Timur yang merupakan satu dari sekian pusat pembangunan. 
Sedangkan penelitian Sukwika menginspirasi penulis untuk melihat apakah keterikaitan antara ketimpangan infrastruktur dan 






2.3 Kerangka Pikir Penelitian 
Teori dan penelitian yang telah dilakukan membawa penulis pada suatu 
kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang diterapkan pada penelitian ini adalah 
bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh aglomerasi, 
infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM 
Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
 
Sumber: Penulis, 2020 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah dugaan awal yang disusun atas dasar teori terkait. Pada 
penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian telah dilakukan penulis merumuskan 
beberapa hipotesis, diantaranya: 
H1: Diduga aglomerasi industri memiliki dampak yang signifikan dan positif  






H2: Diduga infrastruktur memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap  
ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
H3: Diduga upah minimum memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap  
ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
H4: Diduga jumlah orang bekerja memiliki dampak yang signifikan dan negatif  
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur. 
H5: Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak yang signifikan  
dan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota 




















BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif. Sugiono (2014) menjelaskan pendekatan kuantitatif sebagai 
pendekatan yang bertujuan untuk meneganalisis kontribusi variabel independen 
terhadap variabel dependen dengan metode statistik berdasarkan pandangan 
positivisme. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara sistematik, faktual, dan aktual 
berdasarkan fakta dan sifat objek atau populasi tertentu untuk menguji teori dan 
hipotesis yang ditetapkan penulis. Adapun dalam penelitian ini pendekatan 
kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota 
dan pengaruh variabel aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang 
bekerja, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur 
tahun 2010-2015. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan data 
variabel yang telah terkumpul serta hasil estimasi hasil estimasi pengaruh variabel 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan JawaTimur tahun 2010-2015. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Dalam penilitian ini metode penentuan lokasi yang digunakan adalah 
penentuan lokasi secara sengaja (pusporsive. Berdasarkan metode ini Jawa Timur 
dipilih karena berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) Jawa Timur 
merupakan satu dari sekian wilayah yang memiliki beberapa tingkat ketimpangan 
distribusi pendapatan yang secara konsisten melonjak selama lima tahun berturut-
turut, sehingga dirasa sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian dilakukan 
dengan mengamati data yang ada dalam periode enam tahun, dimulai sejak bulan 






3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Pada penelitian terdapat enam variabel yang mencakup lima variabel 
independen yang terdiri atas aglomerasi industri (X1), infrastruktur (X2), upah 
minimum (X3), jumlah orang bekerja  (X4), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
(X5), dan satu variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan (Y). 
Mengacu pada variabel yang digunakan definisi operasional serta satuan ukur 
dalam penelitian ini ialah: 
1. Aglomerasi Industri (X1) 
Aglomerasi industri menunjukkan tingkat konsentrasi industri di suatu 
wilayah. Dalam penelitian ini variabel aglomerasi industri digambarkan oleh 
proporsi PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten/Kota terhadap PDRB 
provinsi (Bonet 2006). Persamaan yang dapat digunakan adalah: 





PDRBi : Produk Domestik Regional Bruto Sektor Manufaktur Kabupaten/Kota 
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Sektor Manufaktur Jawa Timur 
Dengan sumber data Badan Pusat Statistik periode tahun 2010-2015. 
2. Infrastruktur (X2)  
Infrastruktur dalam mengacu pada panjang jalan Kabupaten/Kota 
berkualitas baik dan sedang yang dimiliki olehasetiap Kabupaten/Kota yang 
ada di Jawa Timur. Satuan ukur variabel ini adalah kilo meter (km) dengan 
sumber data dari Badan Pusat Statistik periode tahun 2010-2015. 
3. Upah Minimum (X3) 
Upah merupakan imbalan yang diterima tenaga kerja yang dibayarkan 
perusahaan. Upah Minimum merupakan batasan upah yang telah ditetapkan 





Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Variabel upah minimum dinyatakan dalam 
satuan rupiah dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas 
Ketenaga Kerjaan Jawa Timur periode tahun 2010-2015. 
4. Jumlah Orang Bekerja (X4)  
Jumlah orang bekerja mengacu pada penduduk usia produktif yaitu 15 
tahun keatas yang sedang berkerja di Jawa Timur. Satuan ukur variabel ini 
adalah jiwa dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik periode tahun 
2010-2015. 
5. Indeks Pembangunan Manusia (X5) 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran kualitas 
pendudukasuatu wilayah. IPM mengukur tiga kemampuan dasar penduduk 
yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Satuan ukur variabel ini 
adalah persen (%) dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 
periode tahun 2010-2015. 
6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y) 
Ketimpangan distribusi pendapatan direpresentasikan dengan Indeks 
Theil. Indeks Theil dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat 
ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota dengan rumus: 














Td : Indeks Theil 
Y : PDRB per-kapita provinsi Jawa Timur 
yij : PDRB per-kapita Kabupate/Kota di Jawa Timur 
N : Jumlah penduduk Jawa Timur 





Indeks Theil berkisar antara 0 sampai 1. Dengan sumber data dari Badan 
Pusat Statistik periode tahun 2010-2015. 
 
3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 
Propulasi merupakan keseluruhan data dengan kriteria tertentu berdasarkan 
masalah penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi 
yang berfungsi sebagai representasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data 
aglomerasi industri, panjang jalan, upah minimum, jumlah orang bekerja, IPM, dan 
Indeks Theil seluruh wilayah di Indonesia padaaperiode 2010-2015. Sedangkan 
sampel yang digunakan adalah data aglomerasi industri, panjang jalan 
Kabupaten/Kota bermutu baik dan sedang, upah minimum, jumlah orang bekerja, 
IPM, dan Indeks Theil di Provinsi Jawa Timurapada periode 2010-2015. 
 
3.5 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian dilakukan secara dokumentasi dari pihak 
pertama sehingga dirperoleh data sekunder. Data yang dimaksud adalah publikasi 
Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum danaPerumahan Rakyat, serta 
Instansi lainnya terkait di Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2010 hingga 
2015. Metode dokumenter dilakukan melalui dokumen (Hasan, 2003) dengan 
mengakses data dari situs web masing-masing instansi. Adapun data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data aglomerasi industri Jawa Timur, 
panjang jalan Kabupaten/Kota berkualitas baik dan sedang Jawa Timur, upah 
minimum Jawa Timur, jumlah orang bekerja Jawa Timur, Indeks Pembangunan 
Manusia Jawa Timur, dan Indeks Theil Jawa Timur. 
 





Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan regresi data panel. 
Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan keadaan ketimpangan distribusi 
pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan analisis regresi data panel berguna untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen yaitu aglomerasi industri, infrastruktur, 
upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM terhadap variabel dependen 
ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Gujarati (2006) meskipun analisis 
regresi berguna dalam menjelaskan hubungan variabel independen dan 
dependen, hubungan antar variabel tidak selalu bersifat kausalitas atau sebab 
akibat. Penentuan bentuk hubungan antar variabel independen dan variabel 
dependen harus harus dilakuakn berdasarkan teori dan fenomena yang teruji 
secara empiris. 
Data panel mengombinasikan keunikan data lintas individu (cross section) dan 
runtun waktu (time series). Persamaan model cross section dalam data panel 
dapat dituliskan menjadi: 
𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖 +  𝜇𝑖 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
Dengan: 
n : jumlah data cross section 
Sedangkan persamaan model time series dalam data panel adalah: 
𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑡 + 𝜇𝑡 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 
Dengan: 
t : jumlah data time series 
Menurut Gujarati (2016) penggunaan data panel sebagai alat analisis 
membuat sebuah penelitian memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan 
menggunakan data cross section atau time series murni, yaitu: 
1. Penggunaan data panel mengizinkan penggunaan variabel spesifik-





2. Tingginya jumlah obsevasi akibat kombinasi data cross section atau time 
series menyebabkan hasil estimasi lebih informatif dan beragam. Jumlah 
yangbesar inijuga berdampak pada berkurangnya koliearitas antar variabel 
dan meningkatnya derajat kebebasan sehingga analisis lebih efisien.  
3. Obeservasi berulang pada data cross section berdasarkan periode yang 
digunakan membuat data panel cocok untuk menganalisa perubahan 
dinamis. 
4. Data panel mampu mendeteksi dampak yang dilewatkan oleh data cross 
section atau time series murni akibat adanya ommited variable.  
5. Dengan kemampuannya untuk mengontrol heterogenitas membuat data 
panel dapat digunakna untuk menganalisis model yang kompleks. 
6. Dapat mengurangi bias akibat agresi variabel cross section dalam jumlah 
besar. 
3.6.1 Regresi Linear Berganda 
Penelitian mengenai pengaruh aglomerasi industri, infrastruktur, upah 
minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan menggunakan data cross section dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di 
Provinsi Jawa Timur yang dikombinasikan dengan data time series pada periode 
2010-2015 sehingga menghasilkan 228 observasi dengan menggunakan program 
Eviews 9. 
Adapun model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝜀𝑖𝑡 
Mengacu pada model ini maka persamaan yang dapat digunakan untuk melihat 
pengaruh variabel aglomerasi industri, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang 





menggunakan indeks Theil sebagai variabel terikat. Sehingga didapatkan 
persamaan sebagai berikut:  
𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑔𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐽𝑂𝐵𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
Dengan:  
Theil : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota  
Agl : Aglomerasi Industri  
Infra : Infrastruktur 
UM : Upah Minimum 
JOB ; Jumlah Orang Bekerja 
IPM : Indeks Pembangunan Manusia  
ε : Error 
i : Wilayah 
t : Periode 
Kemudian untuk memudahkan proses penelitan beberapa data dalam 
persamaan tersebut diubah menjadi bentuk logaritma. Perubahan ini dilakukan 
agar respon variabel bebas terhadap variabel terikat dapat terlihat dengan jelas. 
Maka persamaan sebelumnya akan berubah menajdi sebagai berikut: 
𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑔𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑈𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝐽𝑂𝐵𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
Dengan:  
Theil : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota  
Agl : Aglomerasi Industri  
LnInfra : Infrastruktur 
LnUM : Upah Minimum 
LnJOB ; Jumlah Orang Bekerja 
IPM : Indeks Pembangunan Manusia  
ε : Error 





t : Periode 
3.6.2 Metode Estimasi Data Panel 
Regresi dengan data panel menawarkan tiga model pendekatan yang dapat 
digunakan untuk melakukan analisis (Dedi, 2012): 
1. Common Effect Model (CEM) 
Pendekatan ini juga dikenal dengan Pooled Least Square (PLS), 
mengombinasikan data cross sectionadan time series secara sederhana 
kemudian diestimasi secara Ordinary Least Square (OLS). Menyebabkan 
perbedaan antar tempat dan waktu tidak terlalu diperhatikan dan memiliki 
intersep dan slop yang tetap dan bukan bervariasi secara random.   
2. Fixed Effect Model (FEM) 
Tidak sama dengan CEM, pada model ini perbedaan varian data cross 
section diakomodir dalam intersep yang berbeda-beda. Untuk mengatasi 
perbedaan intersep itu dapat digunakan variabel dummy. Model ini juga 
dikenal dengan Least Square Dummy Variable (LSDV). 
3. Random Effect Model (REM) 
Random Effect Model mengasumsikan bahwa masih terdapat perbedaan 
varia pada data cross section maupun time series. Masalah ini diselesaikan 
dengan mengakomodir perbedaan intercep lewat error, sehingga error terdiri 
dari error cross section, time series, dan gabungan. Keuntungan 
menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan 
heteroskedasitas. 
3.6.3 Penentuan Model Estimasi 
Penggunaan model regresi terbaik untuk mengestimasi data panel dapat 
ditentukan dengan beberapa uji pendahulu, diantaranya: 





Pengujian tahap pertama adalah untuk memilih yang terbaik antara 
antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model yang dilakukan 
dengan Uji Chow. Uji ini melihat apakah terdapat pengaruh dari individu 
dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini 
dilakukan dengan dua hipotesis: 
H0 : Common Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Penyikapan pada hopotesis diambil berdasarakan perbandingan nilai 
F-statistik dan F-tabel sebagai berikut: 
a. Apabila nilai Prob. Cross-section F > tingkat signifkansi 0.05, maka 
H0 diterima dan menggunakan Common Effect Model untuk 
meregresi data panel. 
b. Apabila nilai Prob. Cross-section F < tingkat signifkansi 0.05, maka 
H0 ditolak dan Fixed Effect Model digunakan untuk meregresi data 
panel. 
2. Uji Hausman 
Uji dilakukan apabila Fixed Effect Model terpilih dengan memastikan 
hubungankan error dari tiap variabel independen. Hasil dari Uji Hausman 
digunakan penentuan model terbaik antara antara Fixed Effect Model 
dan Random Effect Model mana yang lebih baik digunakan untuk 
meregresi persamaan data panel. Adapun hipotesis yang digunakan uji 
ini adalah: 
H0 : Random Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Pengambilan keputusan pada Uji Hausman didasarkan pada 






a. Jika nilai P-value Chi Square > 0.05 artinya H0 diterima, maka 
Random Effect Model digunakan untuk meregresi data panel. 
b. Jika nilai P-value Chi Square < 0.05 artinya H0 ditolak, maka Fixed 
Effect Model digunakan untuk meregresi data panel. 
3. Uji Langrange Multiplier 
Penggunaan Uji Langrange Multiplier dilakuakn jika masih dicurigai 
terdapat variasi error dalam model. Hasil dari Uji Langrange Multiplier 
digunakan untuk menentukan antara Random Effect Model dan Common 
Effect Model mana yangalebih baik digunakan untuk meregresi 
persamaan data panel. Adapun dalam uji ini adalah: 
H0 : Random Effect Model 
H1 : Common Effect Model 
Pengambilan keputusan pada Uji Hausman didasarkan pada 
perbandingan nilai P-value Chi Square dengan critical value yang 
digunakan, sehingga: 
a. Jika nilai P-value Chi Square ≥ 0.05 artinya H0 diterima, maka 
Common Effect Model digunakan untuk meregresi data panel. 
b. Jika nilai P-value Chi Square < 0.05 artinya H0 ditolak, maka Random 
Effect Model digunakan untuk meregresi data panel. 
3.6.4 Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah pada suatu model terjadi 
penyimpangan terhadap asumsi klasik. Berdasarkan keunggulan-keunggulan 
yang dimiliki menurut Basuki dan Prawoto (2016) tidak semua uji asumsi kalsik 
perlu digunakan dalam regresi data panel. Maka uji asumsi klasik yang dilakukan 
terdiri dari: 





Normalitas terjadi jika meratanya distribusi nilai error dalam 
persamaan. Uji ini perlu dilakukan agar kontribusi variabel independen 
dapat teruji dan terbukti signifkan. Uji normalitas dapat dilakukan melalui 
Jarque-Bera test (JB test) dengan membandingkan nilai P-value JB-
hitung dengan tingkat signifikansi. 
2. Uji Multikolineartitas 
Mulitikolinearitas merupakan kondisi dimana variabel independen 
merupakan kombinasi liner dari variabel lainnya. Uji ini bertujuan untuk 
meneliti kemungkinan adanya korelasi antar variabel independen dalam 
modael regresi yang dibuat. Jika korelasi ditemukan pada model maka 
terjadi problem multikolinearitas. Berdasarkan Ghozali (2013) terjadinya 
multikolinearitas dapat terdeteksi melalui correllation matrix antar 
variabel independen dan multikolinearitas terjadi apabila nilai matriks < 
0.9. 
3. Uji Heteroskedasitas 
Heteroskedasitas merupakan kondisi dimana model yang dibuat 
memiliki nilai error yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan model yang 
baik, sebuah model harus memenuhi asumsi ini yang berarti nilai error 
yang dimiliki harus sama (homoskedasitas). Uji heteroskedasitas dapat 
dilakukan dengan beberapa cara dalah satunya dengan White-
Heteroskedastisity Test, dimana jika nilai probablitas chi square > 0.05 
maka model terbebas dari asumsi heteroskedasitas. Remedial yang 
dapat digunakan pada model yang terkena heteroskedasitas adalah 
dengan menggunakan Generalize Least Square (GLS) Cross -section 
Weight. 





Uji kriteria statistik dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen berdasarkan perhitungan dan pengukuran statistik. 
Uji ini dilakukan dengan melihat pengaruh parsial dan simultan variabel 
independen. Adapun uji yang dapat dilakukan adalah: 
1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan seberapa besar variasi 
variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil 
dari uji ini bernilai antara 0 hingga 1 dengan semakin besar nilai R2 
berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 
dan model yang digunakan semakin baik, begitu pula sebaliknya 
(Gujarati, 2006). 
2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 
Uji F menjelaskan bagaimana variabel independen berpengaruh 
secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 
membandingkan nilai probabilitas Fstatistik dengan tingkat signifikansi. 
Peneltiian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05 
yang berarti jika nilai probabilitas Fstatistik lebih kecil 0.05 (Fstatistik < 
0.05) maka variabel independen secara simultan berkontribusi signifikan 
iterhadap perubahan variabel dependen, dan sebaliknya (Sarwono, 
2007). 
3. Uji Pengaruh Parasial (Uji T) 
Uji t digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel dari 
masing masing variabel independen terhadap variabel dependen 
(parsial). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas 
thitung dengan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini digunakan tingkat 
signifikansi sebesar 5% atau 0.05 yang berarti jika nilai probabilitas 





parsial berkontibusi signifikan terhadap variabel dependen, dan 























BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 
Provinsi Jawa Timur merupakan satu dari sekian provinsi yang berada di Pulau 
Jawa bersama lima provinsi lainnya. Secara astronomis Jawa Timur berlokasi di 
111°-114°4’ Bujur Timur dan 7°12’-8°48’ Lintang Selatan. Secara geografis Jawa 
Timur berlokasi ujung timur Pulau Jawa wilayah utara berbatasan dengan Laut 
Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, wilayah timur 
berbatasan dengan Selat Bali, dan wilayah barat berbatasan dengan Provinsi 
Jawa Tengah. Sebagai provinsi dengan wilayah yang paling luas di Pulau Jawa, 
Jawa Timur memiliki ukuran wilayah sebesar 47.963 km2 yang terdiri dari dua 
wilayah utama yaitu daratan Jawa Timur dan Pulau Madura dengan Kabupaten 
Banyuwangi sebagai wilayah paling luas yaitu sebesar 3.599 km2 dan Kota 
Mojokerto sebagai wilayah paling kecil yaitu sebesar 16 km2. 
Wilayah Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 wilayah dengan 
29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. 
Adapun Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Jawa timur adalah: 
Tabel 4.1 Daftar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
No. Kabupaten/Kota No. Kabupaten Kota 
1 Kabupaten Pacitan 20 Kabupaten Magetan 
2 Kabupaten Ponorogo 21 Kabupaten Ngawi 
3 Kabupaten Trenggalek 22 Kabupaten Bojonegoro 
4 Kabupaten Tulungagung 23 Kabupaten Tuban 
5 Kabupaten Blitar  24 Kabupaten Lamongan 
6 Kabupaten Kediri 25 Kabupaten Gresik 
7 Kabupaten Malang 26 Kabupaten Bangkalan 
8 Kabupaten Lumajang 27 Kabupaten Sampang 
9 Kabupaten Jember 28 Kabupaten Pamekasan 





11 Kabupaten Bondowoso 30 Kota Kediri 
12 Kabupaten Situbondo 31 Kota Blitar 
13 Kabupaten Probolinggo 32 Kota Malang 
14 Kabupaten Pasuruan 33 Kota Probolinggo 
15 Kabupaten Sidoarjo 34 Kota Pasuruan 
16 Kabupaten Mojokerto 35 Kota Mojokerto 
17 Kabupaten Jombang 36 Kota Madiun 
18 Kabupaten Nganjuk 37 Kota Surabaya 
19 Kabupaten Madiun  38 Kota Batu 
Sumber: BPS Jawa Timur, 2019 
Sebagai provinsi dengan wilayah terluas di Pulai Jawa tidak mengherankan jika 
Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terpadat kedua setelah 
Jawa Barat dengan penduduk berjumlah sebesar 39.744 jiwa pada tahun 2019. 
Berdasarkan keadaan topografinya sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri 
dari dataran rendah. Jika dijabarkan, sebanyak 60% atau 28.833 km wilayah Jawa 
Timur terdiri dari dataran rendah dan kurang dari 40% atau 17.597 km yang terdiri 
dari dataran tinggi. Dataran rendah dan tinggi yang terletak diabagian tengah Jawa 
Timur (mulai dari Ngawi, Blitar, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup 
subur. Sedangkan pada bagian utara (mulai Bojonegoro, Tuban, hingga Pulau 
Madura) terdiri dari Pegunungan Kapur Utara dan Kendeng dengan tanah yang 
relatif tandus. 
 
4.2 Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur 
Ketimpangan merupakan salah satu permasalahan pokok yang menjadi 
momok Provinsi Jawa Timur. Perhitungan menurut Indeks Gini yang ditampilkan 
pada rumusan masalah menunjukkan bahwa pada dimensi intra wilayah di Jawa 
Timur ketimpangan terus mnegalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 





wilayah lain di Pulau Jawa tidak menutup kemungkinan dengan peningkatan tiap 
tahun yang signifikan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Jawa Timur 
dapat melebihi tingkat ketimpangan nasional.  
Pada pembahasan sebelumnya digunakan ukuran indeks gini yang mengukur 
ketimpangan dalam suatu wilayah secara keseluruhan dengan membagi 
masyarakat menjadi golongan rendah, menengah, dan tinggi. Pengukuran ini tidak 
dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana kondisi ketimpangan distribusi 
pendapatan antar wilayah karena pengukuran dilakukan dengan menggunakan 
sampel yang bearasal dari dalam wilayah itu sendiri. Untuk mengatasi masalah 
tersebut penulis menggunakan indeks yang dapat mengakodomodir pengukuran 
antar wilayah yaitu indeks entropi theil. 
Gambar 4.1 Indeks Entropi Theil Jawa Timur Tahun 2010-2015 
Sumber: BPS Jawa Timur (diolah), 2019 
Gambar 4.1 merupakan gambaran ketimpangan distribusi pendapatan jika 
diukur menggunakanaindeks entropi theil. Berdasarkan indeks ini dapat diketahui 
bahwa pengukuran dengan menggunakan metode yang berbeda menemukan 




















Jawa Timur pada periode 2010-2015. Dengan menggunakan satuan indeks 0 
hingga 1 ketimpangan disatribusi pendapatan di Jawa Timur tergolong tinggi 
dengan rata-rata peningkatan 0.0167. 
Gambar 4.2 Rata-Rata Indeks Entopi Theil Kabupaten/Kota Jawa Timur 
Tahun 2010-2015 
Sumber: BPS Jawa Timur (diolah), 2019 
Untuk mengetahui lebih detail gambar 4.2 menampilkan rata-rata tingkat 
ketimpangan distribusi pendapatan tiap Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2010-
2015. Dapat dilihat bahwa wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah 
Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah 
ketimpangan distribusi pendeapatan terendah adalah Kabupaten Pamekasan, 
Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ponorogo.  
Fenomena menarik terjadi pada wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan 
tertinggi. Dua dari tiga wilayah tersebut adalah bagian dari Gerbang Kertosusilo 
(Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, 
Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan) yang merupakan 





































































































































































































































































































pengurangan ketimpangan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah. 
Perbedaan tingkat ketimpangan yang mencolok juga terjadi pada Kota Kediri dan 
Kabupaten Kediri yang berada dalam satu kawasan.  
Kota dan Kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang tinggi merupakan kota 
yang perekonomiannya disokong oleh sektor manufaktur dan merupakan wilayah 
yang strategis yang menguhubungkan wilayah satu dengan lainnya. Kontribusi 
sektor manufaktur di ketiga kota ini tergolong sangat tinggi dengan Kota Kediri 
sebesar 81.93%, Kota Surabaya sebesar 19.23%, dan Kabupaten Gresik 49.22% 
pada 2015. 
Sedangkan wilayah dengan tingkat ketimpangan redah merupakan wilayah 
dengan sektor pertanian sebagai pilar penyangga perekonomian dengan 
Kabupaten Pamekasan sebesar 35.84%, Kabupaten Kediri sebesar 31.65%, dan 
Kabupaten Ponorogo sebesar 26.51% pada 2015. 
 
4.3 Deskripsi Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Agar dapat mengetahui bagaimana variabel-variabek yang digunakan dalam 
penelitian ini berpengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan maka akan 
dijelaskan lebih jauh bagaimana keadaan variabel pada periode 2010-2015. 
4.3.1 Deskripsi Aglomerasi Industri di Jawa Timur 
Aglomerasi industri merupakan pemusatan kegiatan ekonomi yang bertujuan 
untuk mendapatkan pengehemantan dan seringkali diasosiasikan sebagai kluster 
perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen (Kuncoro, 2002). Tingkat aglomerasi 
atau pemusatan industri pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 
persentasi kontribusi PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten/Kota terhadap 
Provinsi Jawa Timur. Dengan membagi PDRB manufaktur Provinsi Jawa Timur 





Gambar 4.3 Rata-Rata Tingkat Aglomerasi Industri Kabupaten/Kota  
Jawa Timur Tahun 2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2017 
Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pada periode 2010-2015 
aglomerasi industri manufaktur di Jawa Timur masih belum terjadi secara merata, 
terdapat perbedaan yang mencolok antara Kabupaten/Kota dengan tingat 
aglomerasi rendah dan tinggi. Beberapa Kabupaten/Kota dengan tingkat 
aglomerasi tinggi diantaranya Kota Kediri dengan tingkat aglomerasi industri 
sebesar 0.1616, Kota Surabaya sebesar 0.1566, Kabupaten Sidoarjo sebesar 
0.1399, Kabupaten Pasuruan 0.1189, dan Kabupaten Gresik sebesar 0.0996. 
Sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat aglomerasi rendah diantaranya Kota 
Blitar dengan tingkat aglomerasi industri sebesar 0.00091, Kabupaten Bangkalan 
sebesar 0.00097, Kota Batu sebesar 0.0010, dan Kabupaten Sampang sebesar 
0.0011. 
Berdasarkan data rata-rata tingkat aglomerasi Kabupaten/Kota diaiJawa 
Timur wilayah dengan tingkat aglomerasi tinggi merupakan wilayah yang memiliki 








































































































































































































































































































SIRiE di Sidoarjo. Dengan adanya kawasan industri ini tidak mengherankan jika 
wilayah-wilayah tersebut dapat memiliki tingkat aglomerasi yang lebih tinggi. 
4.3.2 Deskripsi Kondisi Infrastruktur di Jawa Timur 
Infrastruktur merupakan salah satu pilar yang menunjang perekonoman 
suatu wilayah. Dengan tingkat infrastruktur yang baik dan memadai suatu wilayah 
dapat melakukan kegiatan produksi dan distribusi dengan lebih efisien serta dapat 
meningkatkan peluang investasi di wilayahatersebut. Jalan merupakan salah satu 
infrstruktur yang berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. 
Kualitas dan kuantitas jalan pada suatu wilayah berdampak pada mobilitas 
faktor produksi di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dan kuantitas jalan wilayah 
akan membuat perputaran faktor produksi menjadi lebih lancar. Berdasrakan UU 
No. 38 tahun 2004 pasal 16 tentang jalan dengan dilaksanakannya otonomi 
daerah pemerintah Kabupaten/Kota memliki wewenang dalam mengatur, 
membina, membangun, dan mengawasi ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalan 
Kabupaten/Kota. Dengan diberikannya wewenang ini maka diharapkan kualitas 
dan kuantitas jalan Kabupaten/Kota dapat terus terjaga disetiap tahunnya. 
Sehingga kondisi infrastruktur dalam penelitian digambarkan dengan 
menggunakan panjang jalan Kabupaten/Kota dengan kualitas baik dan sedang 
pada periode 2010-2015. 
Gambar 4.3 Rata-Rata panjang jalan Kabupaten/Kota dengan kualitas baik 






Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2017 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa panjang ruas jalan dengan kualitas 
baik dan sedang sangat bervariasi pada tiap Kabupaten/Kota mengingat adanya 
perbedaan luas wilayah yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota. Namun, dari data ini 
dapat kita lihat bahwa pada sebagian besar Kabupaten/Kota memilki rata-rata 
panjang jalan dengan kualitas baik dan sedang dengan setengah dari jumlah 
panjang yang dimiliki.  
Kabupaten/Kota dengan ruas jalan berkualitas baik dan sedang terpanjang 
diantaranya Kota Blitar dengan rata-rata 100% jalan berkualitas sedang dan baik, 
Kota Madiun dengan 99.18%, Kota Surabaya dengan 98.26%, Kota Malang 
dengan 97.25%, Kota Pasuruan dengan 94.74%, dan Kota Mojokerto dengan 
94.49%. Sedangkan Kabupaten dengan ruas jalan berkualitas baik dan sedang 
terpendek diantaranya Kabupaten Ngawi dengan rata-rata 51.88% jalan 
berkualitas sedang dan baik, Kabupaten Madiun dengan 53.14%, Kabupaten 
Pacitan 55.31%, dan Kabupaten Bondowoso dengan 56.30%. 
Ruas jalan berkualitas baik dan sedang yang berada diatas 50% dari 









































































































































































































































































































dalam upaya pemerataan baik intra maupun antar wilayah dengan menyediakan 
infrastruktur yang memudahkan mobilitas keluar masuk tenaga kerja, faktor 
produksi, dan modal. 
4.3.3 Deskripsi Upah Minimum di Jawa Timur 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
pada dijelaskan mekna upah minimum sebagai batasan terendah upah bulanan 
yang wajib diberikan yang didalamnya termasuk upah pokok serta tunjangan. 
Upah ini diberikan pada pekerja yang bekerja dengan periode kurang atau sampai 
dengan satu tahun. Kemudian dengan diberlakukannya desentralisasi pada 
pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi beserta Kabupaten/Kota memiliki 
kewenangannya sendiri untuk memformulasikan jumlah upah minimum yang 
sesuai untuk wilayahnya masing-masing. 
Target utama diberlakukannya kebijakan upah minimum adalah untuk 
menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan pemberian upah yang layak 
sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun upah minimum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 
periode 2010-2015. 
Gambar 4.4 Rata-Rata Upah Minimum Jawa Timur Tahun 2010-2015 






















Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa tiap tahunnya pemerintah Jawa 
Timur telah berusaha untuk memberikan upah yang layak dengan terus 
meningkatnya rata-rata upah minimum kabupaten/kota di Timur. Pada 2010 rata-
rata upah minimum sebesar Rp. 775.303 hingga pada 2015 mengalami 
peningkatan lebih dari dua kali lipat menjadi Rp. 1.547.386. Meski secara rata-rata 
upah minimum di Jawa Timur meningkat pesat, fenomena menarik terjadi jika 
melihat peningkatan upah ini pada level Kabupaten/Kota. 
Tabel 4.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2010-2015  
Sumber: Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur (diolah), 2017 
Pada tabel 4.2 dapat dicermati bahwa terdapat polarisasi yang cukup tinggi 
pada penetapan upah minimum di Jawa Timur. Kabupaten/Kota dengan upah 
minimum tertinggi diantara adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan 
Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan upah minimum 
terendah diantaranya Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten 
Madiun. Meskipun tiap tahunnya upah minimum meningkat perbedaan yang 
signifikan terlihat pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri dan 
wilayah dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama perekonomian. Hal 
ini dapat dilihat pada tahun 2015 upah minimum Kota Surabaya sebesar Rp. 
2.710.000 dana Kabupaten Magetan sebesar Rp. 1.150.000. Perbedaan ini 
disebabkan karena sektor industri dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih 
Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tertinggi  
Kota Surabaya 1.031.500 1.115.000 1.257.000 1.740.000 2.200.000 2.710.000 
Kab. Gresik 1.010.400 1.133.000 1.257.000 1.740.000 2.195.000 2.707.500 
Kab. Pasuruan 1.005.000 1.107.000 1.252.000 1.720.000 2.190.000 2.700.000 
Terendah 
Kab. Madiun 660.000 720.000 775.000 960.750 1.045.000 1.201.750 
Kab. Ngawi 685.000 725.000 780.000 900.000 1.040.000 1.196.000 





besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian sehingga berdampak pada upah 
yang didapatkan oleh tenaga kerja. 
4.3.4 Deskripsi Jumlah Orang Bekerja di Jawa Timur 
Badan Pusat Statistik (2017) membagi angkatan kerja menajdi dua kelompok 
besar yaitu tenaga kerja yang bekerja dan tenaga kerja yang tidak bekerja. UU No. 
13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan, tenaga kerja merupakan tiap orang yang 
mampu melakukan aktivitas produksi barang dan jasa untuk konsumsi baik pribadi 
atau umum. Untuk menggambarkan angkatan kerja yang berhubungan langsung 
dengan ketimpangan distribusi pendapatan maka penelitian ini menggunakan 
jumlah orang yang bekerja di Jawa Timur pada periode 2010-2015. 
Gambar 4.5 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja Jawa Timur Tahun 2010-
2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2017 
Gambar 4.5 menunjukkan secara garis besar pertumbuhan jumlah orang 
bekerja yang ada di Jawa Timur pada tahun 2010-2015. Dapat disimpulkan bahwa 
meski sempat mengalami lonjakan dan penurunan, jumah orang bekerja yang ada 






















2011 jumlah orang yang bekerja sebanyak 18.604.686 jiwa dan meningkat 
sebanyak 3.9% menjadi 19.3677.777 jiwa pada 2015. Fenomena ini dapat dilihat 
sebagai hal yang baik karena dalam segi ketenaga kerjaan semakin banyak 
tenaga kerja yang teserap berarti semakin banyak lapangan tenaga kerja yang 
tersedia.  
Gambar 4.6 Rata-Rata Jumlah Orang Bekerja Kabupaten/Kota Jawa Timur 
Tahun 2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2017 
Gambar 4.6 menggambarkan rata-rata sebaran jumlah orang bekerja di 
Jawa Timur pada level Kabupaten/Kota. Berdasarkan informasi ini dapat dilihat 
bahwa rata-rata jumlah orang bekerja paling besar berada di Kota Surabaya 
dengan 1.331.190 jiwa dan paling sedikit berada di Kota Mojokerto dengan 60.507 
jiwa. Hal ini tidak mengherankan mengingat Kota Surabaya merupakan pusat 
pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi Jawa Timur sehingga 
menyeduakan lebih banyak lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan wilayah 
lain. Sedangkan kecilnya jumlah orang bekerja pada Kota Mojokerto disebabkan 






































































































































































































































































































sehingga memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil sehingga berdampak pada 
jumlah orang bekerja yang lebih sedikit dari Kabupaten/Kota lainnya. 
4.3.5 Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat pengukuran kualitas 
penduduk dengan membandingkan harapan hidup, buta huruf, pendidikan, serta 
standar hidup yang digunakan sebagai acuan negara-negara di seluruh dunia 
(UNDP, 2001). Menurut Badan Pusat Statistik terdapat tiga dimensi dasar 
pembangunan manusia di Indonesia, yaitu: 1) Aspek kesehatan; 2) Aspek 
pengetahuan; 3) Aspek kelayakan hidup. 
Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Setiap wilayah pasti mengupayakan peningkatan kualitas penduduk agar 
pertumbuhan wilayah dapat berjalan dengan efisien. Berdasarkan gambar 4.7 
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur terus mengalami pertumbuhanayang 
signifikan. Pada 2010 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65.35% dan terus 
meningkat hingaa tahun 2015 menjadi 68.95%. Peningkatan agregat ini tentu 




















kualitas yang terus membaik tiap tahunnya. Namun, untuk melihat lebih jelas 
kualitas penduduk Jawa Timur ada baiknya jika melihat dengan skala yang lebih 
kecil yaitu pada level Kabupaten/Kota. 
Gambar 4.8 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 
2010-2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2017 
Berdasarkan data rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 
Jawa Timur dapat dilihat bahwa meski hampir seluruh wilayah memiliki nilai Indeks 
Pembangunan Manusia sebesar 60% masih terdapat beberapa wilayah yang 
terbagi menjadi maju dan terbelakang. Wilayah maju diantaranya Kota Surabaya 
dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.29%, Kota Malang sebesar 
78.26%, dan Kota Madiun sebesar 77.73%. Sedangkan wilayah terbelakang 
diantaranya Kabupaten Sampang dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 
56.17%, Kabupaten Bangkalan sebesar 59.65, dan Kabupaten Sumenep dengan 
60.12%. 
Pada wilayah-wilayah maju, tingginya Indeks Pembangunan Manusia terjadi 
karena adanya kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, 








































































































































































































































































































Surabaya merupakan ibu kota provinsi membuat akses pada fasilitas-fasilitas 
umum semakin mudah. Kota Surabaya dan Malang juga merupakan kota yang 
memiliki beberapa perguruan tinggi ternama, sehingga kesadaran masyarakat 
untuk menempuh pendidikan dan mendapat penghidupan yang layak menjadi 
lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Pada Kota Madiun 
tingginya Indeks Pembangunan Manusia merupakan hasil dari upaya pemerintah 
untuk meningkatkan tingkat pendidikan dengan alokasi APBD pendidikan terbesar 
jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur pada tahun 2015 yaitu 
sebesar 10.20% (Dinas pendidikan, 2017). 
Sedangkan jika dicermati wilayah terbelakang merupakan wilayah yang 
berada pada Pulau Madura. Rendahnya Indeks Pembangunan di wilayah-wilayah 
ini terjadi karena rendahnyaakesadaran masyarakat terhadap tingkat pendidikan, 
kesehatan, dan kelayakan hidup. Sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu 
Pulau Madura merupakan salah satu wilayah yang sulit diakses, sehingga gagsan 
tentang pentingnya pendidikan, kesehatan,dan kelayakan hidup masih merupakan 
sesuatu yang baru. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung perkembangan 
soial dan ekonomi wilayah-wilayah di Pulau Madura mulai mengejar 
ketertinggalannya dari wilayah lain. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Pulau Madura, meski secara 
rata-rata nilainya masih lebih kecil dari Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. 
 
4.4 Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah 
orang bekerja, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan digunakan 
metode regresi data panel sebagai alat analisis pada penelitian ini. Adapun 
tahapan dalam metode ini adalah dengan uji pemilihan model, uji asumsi klasik, 





yang digunakan sesuai dan output yang dihasilkan dapat sesuai dengan keadaan 
riil. 
4.4.1 Uji Pemilihan Model 
Regresi data panel memberi kita 3 model pilihan yang dapat digunakan untuk 
mengestimasi persamaan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 
(FEM), dan Random Effect Model (REM). Sebelum menggunakan model-model 
tersebut perlu dilakukan seleksi agar didapatkan didapatkan model yang paling 
sesuai dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiple. Hasil dari uji 
pemilihan model pada sampel data panel dengan aplikasi E-Views 9 adalah 
sebagai berikut: 
4.4.1.1 Uji Chow 
Uji Chow berguna dalam menyeleksi model yang paling sesuai antara 
Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Uji ini melihat apakah terdapat 
pengaruh dari individu dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. 
Uji ini dilakukan dengan dua hipotesis: 
H0 : Common Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Pengambilan kesimpulan pada uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai 
Prob. Cross-section F dengan tingkat signifikansi 0.05. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Test 
Test cross-section fixed effects 
Effect Test Statistics d.f Prob. 
Cross-section F 6282.120618 (37,185) 0.0000 
Cross-section Chi-square 1627.195088 37 0.0000 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Mengacu pada Uji Chow dalam tabel 4.3 nilai Probabilitas Cross-section F 





hasil dari uji tersebut dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 
Sehingga Fixed Effect Model lebih tepat digunakan untuk meregresi persamaan 
data panel pada penelitian ini. 
4.4.1.2 Uji Hausman 
Uji Hausman digunakan untuk menentukan antara Fixed Effect Model dan 
Random Effect Model mana yang lebih baik digunakan dalam meregresi 
persamaan data panel. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 
H0 : Random Effect Model 
H1 : Fixed Effect Model 
Pengambilan kesimpulan pada uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai P-
value Chi Square dengan tingkat signifikansi 0.05. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman 
Correlated Random Effects-Hausman Test 




Chi-Sq d.f Prob. 
Cross-section Chi-square 52.856232 5 0.0000 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Mengacu pada Uji Hausman dalam tabel 4.4 nilai Probabilitas Cross-
section Chi Square ialah sebesar 0.0000. Dengan tingkat signfikansi 5% atau 0.05 
maka berdasarkan hasil dari uji tersebut dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan 
H1 diterima. Maka Fixed Effect Model lebih tepat digunakan untuk meregresi 
persamaan data panel pada penelitian ini. Dengan hasil dari Uji Chow dan Uji 
Hausman dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model adalah alat yang paling 
tepat untuk meregresi persamaan data panel Uji Langrange Mulplier (LM Test) 
tidak perlu dilakukan. 





Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan apakah pada suatu model 
terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik. Penggunaan data panel dalam 
penilitian ini memiliki keunggulan-keunggulan sehingga tidak semua uji asumsi 
kalsik perlu digunakan (Basuki dan Prawono, 2016). Sehingga untuk memastikan 
data terhindar dari asumsi klasik dan hasil dari analisis dapat menggambarkan 
keadaan sesungguhnya uji asumsiaklasik yang dilakukan dalam penelitian adalah 
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. 
4.4.2.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai error dari variabel 
independen dan variabel dependen terdistribusi dengan normal. Hasil dari uji ini 
dapat ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan 
tingkat signifikansi 5% atau 0.05. 
Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Penghitungan dari uji normalitas pada gambar 4.9 menunjukkan nilai 
probabilitas Jarque-Bera sejumlah 0.507037. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat 
signifikansi 0.05 yang berarti bahwa nilai error pada tiap variabel independen dan 
variabel dependen telah terdistibusi dengan normal. 
4.4.2.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk meneliti kemungkinan adanya korelasi 





Ghozali (2013) terjadinya multikolinearitas dapat terdeteksi melalui correllation 
matrix antar variabel independen dan multikolinearitas terjadi apabila nilai matriks 
< 0.9. 
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 
 X1_AGL LNX2_INFRA LNX3_UM LNX4_JOB X5_IPM 
X1_AGL  1.000000  0.175089  0.464677  0.273191  0.396804 
LNX2_INFRA  0.175089  1.000000  0.047121  0.723049 -0.347862 
LNX3_UM  0.464677  0.047121  1.000000  0.200288  0.395622 
LNX4_JOB  0.273191  0.723049  0.200288  1.000000 -0.373822 
X5_IPM  0.396804 -0.347862  0.395622 -0.373822  1.000000 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Penghitungan dari matriks korelasi pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 
korelasi antar variabel independen tidak melebihi 0.9 (>0.9), sehingga dapat 
disimpulkan jika tidak terjadi korelasi antar variabe independen dan model 
terbebas dari masalah multikolinearitas. 
4.4.2.3 Uji Heteroskedasitas 
Uji heteroskedasitas dilakukan untuk melihat apakah model memiliki nilai 
error yang sama. Masalah heteroskedasitas sering ditemui dalam data cross-
section sehingga dalam data panel masalah ini menjadi tidak terhindarkan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut digunakan metode Generalize Least Square (GLS) 
Cross-section Weight. Heteroskedasitas dalam metode ini dapat diidentifikasi 
melalui perbedaan Sum Square Resid (SSR) sebelum dan sesudah dilakukannya 
metode GLS. Jika nilai SSR sesudah diberi remidial lebih kecil daripada sebelum 
remidial, maka model terbebas dari heteroskedasitas. 
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedasitas 
Weigted Statistics 
R-squared 0.999631     Mean dependent var 3.836120 
Adjusted R-squared 0.999547     S.D. dependent var 2.825748 





F-statistic 11931.84     Durbin-Watson stat 1.227378 
Prob(F-statistic) 0.000000   
Unweighted Statistics 
R-squared 0.999715     Mean dependent var 1.950251 
Sum squared resid 0.959607     Durbin-Watson stat 1.528961 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwaanilai SSR 
sebelum dilakukan Cross-section Weight adalah 0.959607 lebih besar jika 
dibandingkan SSR sesudah perlakuan Cross-section Weight yaitu 0.700700. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah 
heteroskedasitas. 
4.4.3 Analisis Hasil Regresi Data Panel 
Hasil dari uji chow dan uji hausman menyatakan berdasarkan tiga model 
yang dapat digunakan untuk menganalisis regresi data panel Fixed Effect Model 
merupakan metode yang paling sesuai untuk menganalisis model yang digunakan 
dalam penelitian ini. Adapun hasil pengolahan data panel dengan Fixed Effect 
Model dalam penelitian ini dalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Fixed Effect Model 
Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN  
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/17/21   Time: 19:46   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 228  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.792622 0.390867 9.703099 0.0000 
X1_AGL 8.167940 2.052306 3.979884 0.0001 
LNX2_INFRA 0.006870 0.006686 1.027498 0.3055 
LNX3_UM 0.023986 0.014090 1.702395 0.0904 
LNX4_JOB -0.158045 0.030330 -5.210826 0.0000 
X5_IPM -0.005877 0.002672 -2.199865 0.0291 
     
      Effects Specification   
     





Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999631    Mean dependent var 3.836120 
Adjusted R-squared 0.999547    S.D. dependent var 2.825748 
S.E. of regression 0.061543    Sum squared resid 0.700700 
F-statistic 11931.84    Durbin-Watson stat 1.227378 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.999715    Mean dependent var 1.950251 
Sum squared resid 0.959607    Durbin-Watson stat 1.528961 
     
     
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Hasil analisis dengan regresi Fixed Effect Model pada tabel 4.7 secara 
singkat menunjukkan persamaan: 
𝑌𝐾𝑒𝑡𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =  3.792622 + 8.167940𝐴𝐺𝐿 +  0.006870𝐿𝑛𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 +  0.023986𝐿𝑛𝑈𝑀
−  0.158045𝐿𝑛𝐽𝑂𝐵 −  0.005877𝐼𝑃𝑀 
Adapun pengaruh dari setiap variabel independen terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan adalah sebagai berikut: 
1. Jika seluruh variabel dalam keadaan konstan atau bernilai nol, maka 
ketimpangan distribusi pendapatan bernilai 3.792622. 
2. Koefisien dari variabel aglomerasi bernilai 8.16794 yang berarti bahwa 
terdapat hubungan positif antara aglomerasi industri dan ketimpangan 
distribusi pendapatan. Sehingga jika aglomerasi industri mengalami 
kenaikan sebesar satu persen maka ketimpangan distribusi 
pendapatan akan meningkat sebesar 8.16794 (ceteris paribus). 
3. Koefisien dari variabel infrastruktur bernilai 0.006870 yang berarti 
bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah infrastruktur dan 
ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga jika infrastruktur 
meningkat sebesar satu persen maka ketimpangan distribusi 





4. Koefisien dari variabel upah minimum bernilai 0.023986 yang berarti 
bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah upah minimum dan 
ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga jika infrastruktur 
meningkat sebesar satu persen maka ketimpangan distribusi 
pendapatan akan meningkat sebesar 0.00023986 (ceteris paribus). 
5. Koefisien dari variabel jumlah orang bekerja bernilai -0.158045 yang 
berarti bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah orang bekerja 
dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga jika jumlah orang 
bekerja meningkat sebesar satu persen maka ketimpangan distribusi 
pendapatan akan berkurang sebesar 0.00158045 (ceteris paribus). 
6. Koefisien dari variabel IPM bernilai -0.005877 yang berarti bahwa 
terdapat hubungan negatif antara IPM dan ketimpangan distribusi 
pendapatan. Sehingga jika IPM meningkat sebesar satu persen maka 
ketimpangan distribusi pendapatan akan berkurang sebesar 0.005877 
(ceteris paribus). 
4.4.4 Uji Kriteria Statistik 
Uji kriteria statistik berguna untuk menjelaskan kemampuan variabel 
independen model dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini juga 
menunjukkan bagaimana kontribusi variabel independen baik secara simultan 
maupun pasrial terhadap perubahan pada variabel dependen. Adapun uji yang 
dapat dilakukan adalah uji koefisien determinasi (R2), uji f, dan uji t. 
4.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variabel dependen 
yang dapat dijabarkan oleh variabel independen. Berdasarkan estimasi dengan 
Fixed Effect Model pada tabel 4.7 didapatkan nilai R2 sebanyak 0.999631 atau 
99.96%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel aglomerasi, infrastruktur, 





ketimpagan distribusi pendapatan sebesar 99.96% sedangkan sisanya dijelaskan 
oleh variabel luar yang tidak tercantum dalam model penelitian. 
4.4.4.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 
Uji pengaruh simultan berguna dalam menjelaskan kontribusi simultan 
variabel independen terhadap fluktuasi variabel dependen. Hasil estimasi model 
dengan Fixed Effect Model pada tabel 4.7 mendapatkan probabilitas Fstatistik 
bernilai 0.0000. Nilai probabilitas Fstatistik yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 
5% atau 0.05 berarti bahwa secara simultan variabel independen berkontribusi  
signifikan terhadap perubahan pada variabel dependen. 
4.4.4.3 Uji Pengaruh Parsial (Uji T) 
Uji pengaruh parsial bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kontribusi 
dari masing-masing variabel independen terhadap fluktuasi variabel dependen 
(parsial). Pengaruh variabel independen akan diukur dengan membandingkan nilai 
P-value dengan tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Jika nilai P-value variabel 
independen melebihi 0.05 maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya. 
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T) 
Variabel Koefisien Std. Error t-Statistik Prob. 
Aglomerasi 8.167940 2.052306 3.979884 0.0001 
Infrastruktur 0.006870 0.006686 1.027498 0.3055 
Upah Minimum 0.023986 0.014090 1.702395 0.0904 
Jumlah Orang Bekerja -0.158045 0.030330 -5.210826 0.0000 
IPM -0.005877 0.002672 -2.199865 0.0291 
Sumber: Hasil Regresi E-Views 9 (data diolah), 2021 
Berdasarkan hasil estimasi dengan Fixed Effect Model pada tabel 4.8   
pengaruh parsial variabel aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang 






1. Pengaruh Variabel Aglomerasi Industri (AGL) 
Dari hasil regresi didapatkan p-value variabel AGL sebesar 0.0001. 
Nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi 0.05 sehingga signifikan pada 
tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel aglomerasi industri 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. 
2. Pengaruh Variabel Infrastruktur (INFRA) 
Dari hasil regresi didapatkan p-value variabel INFRA sebesar 0.3055. 
Nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 0.05 sehingga tidak signifikan 
pada tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel infrastruktur 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan. 
3. Pengaruh Variabel Upah Minimum (UM) 
Dari hasil regresi didapatkan p-value variabel UM sebesar 0.0904. nilai 
tersebut lebih besar dari signifikansi 0.05 sehingga tidak signifikan 
pada tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah 
minimum memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. 
4. Pengaruh Variabel Jumlah Orang Bekerja (JOB) 
Dari hasil regresi didapatkan p-value variabel JOB sebesar 0.0000. nilai 
tersebut lebih kecil dari signifikansi 0.05 sehingga signifikan pada 
tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah orang 
bekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan. 
5. Pengaruh Variabel IPM (IPM) 
Dari hasil regresi didapatkan p-value variabel IPM sebesar 0.0291. nilai 





tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
 
4.5 Implikasi Penelitian terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar 
Kebupaten/Kota di Jawa Timur 
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang tidak dapat 
dihindari oleh negara atau wilayah yang sedang berkembang, termasuk juga Jawa 
Timur. Meski menjadi satu dari sekian pusat pembangunan yang ada di Indonesia 
nyatanya tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks gini dan indeks entropi 
theil menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan terus meningkat pada 
periode 2010-2015. Hasil dari analisis data menunjukkan variabel aglomerasi, 
jumlah orang bekerja, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kerimpangan distribusi pedapatan. Sedangkan variabel infrastruktur dan upah 
minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. 
4.5.1 Pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Aglomerasi merupakan fenomena terpusatnya kegiatan ekonomi di suatu 
wilayah yang disebabkan oleh keinginan pelaku ekonomi untuk mendapatkan 
keuntungan berupa penghematan akibat adanya kedekatan spasial antar industri 
(Kuncoro, 2002). Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel aglomerasi industri (X1) memiliki pengaruh yang signifkan dan positif yang 
cukup besar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur yaitu sebesar 8.167940. Hal ini berarti bahwa peningkatan satu 
persen aglomerasi industri di Jawa Timur akan meningkatkan ketimpangan 
distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota sebesar 8.167940, hasil ini sesuai 





Aglomerasi industri akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas sehingga wilayah tersebut 
memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terbebas dari ketimpangan. 
Percepatan pertumbuhan ekonomi akan memercepat proses peralihan struktur 
ekonomi dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern sehingga pemerataan 
distribusi pendapatan dapat segera terwujud. Sayangnya dampak positif dari 
aglomerasi industri hanya dapat dirasakan pada wilayah pusat ekonomi dan tidak 
sebaliknya (Sjafrizal, 2008). Pada kasus Jawa Timur, pembangunan kawasan 
industri terpusat pada wilayah utara dan sebagian kecil wilayah selatan. Hal ini 
merupakan dampak dari usaha pemerintah untuk mengembangkan kawasan 
industri dikoridor utara selatan yang memiliki jumlah tenaga kerja melimpah dan 
akses antar wilayah yang mudah karena dilalui jalur Pantai Utara (Pantura). 
Berdasarkan teori Myrdal (1957) pemusatan pembangunan dan kegiatan 
ekonomi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Namun, jika 
tidak ditangani dengan benar maka dampak negatif dapat mendominasi dampak 
positif aglomerasi sehingga terjadi backwash effects yang menyebabkan 
kemunduran bagi wilayah-wilayah sekitar pusat pertumbuhan. Di Jawa Timur 
sendiri backwash effects dapat dilihat melalui rendahnya kontribusi PDRB 
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kawasan industri terhadap PDRB Jawa Timur 
jika dibandingkan dengan wilayah kawasan industri. 






Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa wilayah-wilayah yang memiliki 
kawasan industri seperti Kabupaten Sidoarjo dengan SIRIe, Kabupaten Pasuruan 
dengan PIER, dan Kabupaten Gresik dengan KIG memiliki kontribusi yang lebih 
besar jika dibandingkan dengan Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten 
Lamongan yang merupakan wilayah dengan sektor pertanian sebagai basis 
ekonomi. Pada dasarnya setiap wilayah memiliki kekayaan alam dan manusia 
yang berbeda-beda, namun, dengan terjadinya aglomerasi pusat industri akan 
menyerap kekayaan alam dan manusia yang dimiliki wilayah sekitar sehingga 
wilayah tersebut tidak dapat mengembangkan perekonomiannya dan justru 
semakin terbelakang. Sektor industri perkotaan akan menyerap bahan baku 
mentah, tenaga kerja, serta modal dari pedesaan sehingga tidak akan ada cukup 
faktor produksi yang dapat digunakan di wilayah pedesaan, akibatnya 
ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah maju dan terbelakang akan 
semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan Yusica, 
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(2013) yang menyatakan bahwa aglomerasi secara signifikan meningkatkan 
ketimpangan pendapatan. 
4.5.2 Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Meski memiliki fungsi yang sangat penting sebagai akselerator dalam 
perekonomian wilayah nyatanya infrastruktur dapat menjadi pisau bermata dua. 
Disatu satu sisi pembangunan infrastruktur memungkinkan terjadinya perluasan 
pemerataan pendapatan dengan meningkatkan aksesibilitas penduduk, di sisi lain 
pembangunan infrastruktur yang tidak terkonsentrasi meningkatkan kemungkinan 
terjadinya ketimpangan (Chotia & Rao, 2017). Hasil analisis regresi dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur (X2) yang diwakilkan oleh 
panjang jalan Kabupaten/Kota dengan mutu baik dan sedang memiliki pengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pengaruh sebesar 0.0000068. Hasil 
regresi ini berlawanan dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa 
ketersediaan infastruktur di suatu wilayah akan mengurangi derajat ketimpangan 
distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga hipotesis 
tersebut ditolak. 
Ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah dapat dimaknai sebagai 
ketersediaan alat (tools) yang dapat membantu jalannya perekonomian dengan 
lebih mudah dan tanpa hambatan sehingga tidak dapat berpengaruh langsung 
pada ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, dampak dari infrastruktur 
terhadap distribusi pendapatan dapat terjadi melalui pendapatan per-kapita. 
Dengan memiliki infrastruktur berkualitas baik dan mudah dijangkau penduduk 
suatu wilayah dapat memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk memiliki 





Namun, berdasarkan hipotesis ketimpangan neo-klasik dan kuznets 
disebutkan bahwa pada tahap permulaan pertumbuhan ekonomi pembangunan 
yang dilakukan belum merata dan cenderung berfokus pada sektor industri untuk 
menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. Hal ini membuat wilayah dengan 
sektor basis selain sektor industri tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk 
mendistribusikan faktor produksi dan mengharuskan adanya biaya tambahan 
produksi untuk menutupi kekurangan tersebut. Pada akhirnya hal ini akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut karena besarnya biaya yang 
harus dikeluarkan saat produksi. 
Pada sisi tenaga kerja tersedianya infrastruktur juga memudahkan 
perjalanan pulang-pergi (commuter) dari tempat kerja ke wilayah asalnya. 
Kemudahan ini membuat terjadinya pemerataan upah antar wilayah karena upah 
yang dihasilkan tenaga kerja akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada 
wilayah asalnya. 
Gambar 4.11 Rata-Rata Rasio Infrastruktur dan Rata-Rata PDRB Per-Kapita 
Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010-2015 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Kab. Ngawi Kab. Madiun Kab. Pacitan Kota Surabaya
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Berdasarkan gambar 4.11 dapat disimpulkan bahwa rasio ketersediaan 
infrastruktur berkualitas baik yang dimiliki dapat memengaruhi pertumbuhan 
pendapatan per-kapita suatu wilayah. Wilayah pusat industri seperti Kota 
Surabaya memiliki ruas jalan dengan mutu baik dan sedang seberasr 98% dari 
totalaruas jalan Kota sehingga proses distribusi baik antar maupun intra daerah 
berjalan lebih mudah dan pendapatan per-kapita dapat meningkat. Hal lain dialami 
oleh wilayah dengan basis non industri seperti Kabupaten Ngawi, Kabupaten 
Madiun, dan Kabupaten Pacitan. Kurangnya pemeliharaan dan pembangunan 
pada infrastruktur jalan kabupaten membuat jalan berkualitas baik dan sedang 
yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut hanya sebesar 52-55%. Dengan 
perekonomian yang disokong oleh sektor pertanian proses distribusi yang mudah 
dan tidak memakan biaya tinggi menjadi sangat penting mengingat nilai tambah 
yang dihasilkan dari output tersebut tidak terlalu tinggi. Ketersediaan infrastruktur 
yang kurang memadai membuat biaya produksi terlalu tinggi dan akibatnya 
wilayah-wilayah tersebut tidak dapat bersaing dengan wilayah industri sehingga 
ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah semakin tinggi. Temuan dari 
penelitian ini sesuai dengan studi pendahulu Mopangga (2011), Raychauduri 
(2016), Makmuri (2017), dan Noviana (2020) yang menyatakan bahwa 
infrastruktur memiliki pengaruh dengan meningkatkan ketimpangan distribusi 
pendapatan. 
4.5.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Upah minimum merupakan batasan terendah upah bulanan yang diberikan 
pada tenaga kerja dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja 
melalui kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Upah minimum 
merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pemerataan 





pendapatan menurun. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel upah minimum (X3) memiliki pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur dengan pengaruh sebesar 0.00023986. Hasil regresi ini sejalan 
dengan hipotesis penelitian meskipun tingkat signifikansinya berbeda, sehingga 
hipotesis tersebut ditolak.  
Upah minimum merupaka upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin 
kesejahteraan tenaga kerja dan memicu semangat wilayah lain untuk 
meningkatakn kesejahteraan penduduknya. Namun, pada kenyataannya upah 
minimum justru menjadi satu dari sekian penyebab terjadinya ketimpangan 
distribusi pendapatan. Alasan dari fenomena ini dapat dimengerti jika melihat dari 
sudut pandang struktur tenaga kerja yang ada di Indonesia. 
Gambar 4.12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha Jawa Timur Tahun 2010-2015 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa mayoritas tenaga ekrja di Jawa Timur 
pada periode 2010-2015 bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, 
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perburuan, dan perikanan. Meski terus mengalami penurunan jumlah tenaga kerja 
yang bekerja pada sektor ini dua kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan 
sektor-sektor lainnya. Sayangnya walaupun sektor ini mendominasi struktur 
tenaga kerja di Jawa Timur, upah yang diberikan pada tenaga kerja tidak lebih 
baiik dari ketiga sektor lainnya. Pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perburuan, dan perikanan sebagian besar pekerja merupakan tenaga kerja lepas 
yang tidak terikat kontrak sehingga kebijakan upah miimum tidak dapat berlaku. 
Hal ini menyebabkan peningkatan upah minimum tidak memiliki dampak yang 
signifiikan pada kesejahteraan tenaga kerja dan justru meningkatkan ketimpangan 
distribusi pendapatan.  
Berdasarkan Hipotesis Kuznets pada tahap merintis, pembangunan wilayah 
berkembang akan berfokus pada sektor industri kota sehingga berpengaruh pada 
pemberian upah yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian desa. 
Namun, berdasarkan gamabr 4.12 dapat dilihat bahwa pada periode 2010-2015 
tenaga kerja di sektor industri tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor 
pertanian dan perdagangan. Hal ini terjadi disebabkan peningkatan upah diikuti 
dengan berkurangnya kesempatan kerja pada sektor industri (Sungkar, 2015). 
Perusahaan akan berusaha untuk menekan biaya produksi dengan mengurangi 
jumlah tenaga kerja dan menggantikannya dengan mesin yang memiliki biaya 
perawatan relatif lebih murah. 
Kemudian tenaga kerja di sektor pertanian perkebunan, kehutanan, 
perburuan, dan perikanan yang tidak mendapat dampak langsung dari penetapan 
dan peningkatan upah minimum harus menerima dampak dari terus menignkatnya 
hrga kebutuhan pokok sehingga tenaga kerja tidak dapat emmenuhi kebutuhan 
dasarnya. Fenomena ini membuat upah minimum yang pada awalnya diharapkan 
sebagai solusi menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan distribusi 





(2016), Sungkar (2015), dan Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa upah 
minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan. 
4.5.4 Pengaruh Jumlah Orang Bekerja terhadap Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan tenaga kerja sebagai 
tiap orang yang mampu melakukan aktivitas produksi barang dan jasa untuk 
konsumsi baik pribadi atau umum. Jumlah orang yang bekerja merupakan 
gambaran riil kondisi tenaga kerja produktif yang ada di lapangan dan 
berkontribusi langsung dalam perekonomian suatu wilayah. Hasil analisis regresi 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah orang bekerja (X4) 
memiliki pengaruh yang signifkan dan negatif terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu sebesar -0.158045. Hal ini 
berarti bahwa peningkatan satu persen jumlah orang bekerja di Jawa Timur akan 
menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota sebesar 
0.00158045, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian. 
Kondisi penduduk dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki merupakan 
endowment factor yang dimiliki dengan jumlah yang berbeda-beda oleh tiap 
wilayah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik jumlah penduduk 
merupakan faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan wilayah karena 
dimasa depan akan menyediakan tenaga kerja melimpah. Besarnya jumlah 
tenaga kerja sebagai faktor produksi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
wilayah melalui peningkatan produktivitas sehingga wilayah tertinggal dapat 
menyusul wilayah maju. 
Gambar 4.13 Rata-Rata Jumlah Orang Bekerja dan Rata-Rata PDRB 






Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara jumlah 
orang bekerja dan produktivitas wilayah yang digambarkan oleh PDRB. Wilayah 
dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi seperti Kota Surabaya memiliki 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah dengan 
jumlah tenaga ekrja yang rendah seperti Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota 
Probolinggo, dan Kota Madiun. Perbedaan pertumbuhan ekonomi ini terjadi 
karena wilayah dengan jumlah tenaga kerja tinggi dapat menjalankan 
perekonomian dengan lebih efisien jika dibandingkan wilayah dengan jumlah 
tenaga kerja yang relatif sedikit. Kemudahan memperoleh faktor produksi berupa 
tenaga kerja dapat meminimalisir biaya produksi bagi perusahaan sehingga 
kegiatan produksi dapat terus berlangsung. Efisiensi ini terjadi produktivitas tiap 
sektor ekonomi yang semakin meningkat dengan adanya tambahan tenaga kerja.  
Kuantitas tenaga kerja yang merupakan salah satu keunggulan unik tiap 
wilayah dapat menjadi alat pemerata distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena 
wilayah yang tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan secara 
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perekonomian. Maka dalam jangka panjang jumlah orang bekerja dapat 
berdampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
Temuan penelitian ini sejalan dengan studi pendahulu oleh Kurniawan (2013), dan 
Sjafrizal (2008) yang menyatakan peningkatan ketimpangan pendapatan didukung 
oleh pentapan upah minimum. 
4.5.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Mutu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam 
proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin baik kualitas penduduk 
suatu wilayah pertumbuhan ekonominya juga akan semakin cepat dan sebaliknya. 
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Indeks merupakan alat 
pengukuran kualitas penduduk dengan membandingkan harapan hidup, buta 
huruf, pendidikan, dan standar hidup yang digunakan negara-negara di seluruh 
dunia (UNDP, 2001). Menurut Badan Pusat Statistik terdapat tiga dimensi dasar 
pembangunan manusia di Indonesia, yaitu: 1) Aspek kesehatan; 2) Aspek 
pengetahuan; 3) Aspek kelayakan hidup. 
Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM 
(X5) memiliki pengaruh yang signifkan dan negatif terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu sebesar -0.005877. Hal ini 
berarti bahwa peningkatan satu persen IPM di Jawa Timur akan menurunkan 
ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota sebesar 0.005877. 
Hasil regresi ini berlawanan dengan hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa 
tingkat IPM di suatu wilayah akan brepengaruh positif pada ketimpangan distribusi 
pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga hipotesis ditolak. 
IPM merupakan gambaran bagaimana pemerintah wilayah melakukan 
pembangunan inklusif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, 





manusia pembangunan kualitas manusia ini bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki penduduk suatu 
wilayah agar dapat hidup sejahtera dan keluar dari jurang kemiskinan dan secara 
global dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Berdasarkan tiga aspek 
pengukuran yang digunakan pada IPM kualitas penduduk utamanya dapat dilihat 
melalui aspek pendidikan. 
Gambar 4.14 Angka Partidipasi Sekolah Jawa Timur Tahun 2012-2015 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi sekolah Jawa 
Timur memiliki nilai yang relatif tinggi dan mendekati 100% yang berarti hampir 
seluruh penduduk dengan usia 7-18 tahun memiliki akses yang baik terhadap 
fasilitas pendidikan. Salah satu program pendidikan yang digalakkan pemerintah 
adalah program wajib belajar 9 tahun yang kemudian diformulasi ulang menjadi 
wajib belajar 12 tahun dengan tujuan agar masyrakat dapat memiliki pengetahuan 
dan keterampilan dasar yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Mengacu pada data partisipasi sekolah Jawa Timur program ini relatif berhasil 
dijalankan meski terdapat penurunan pada jumlah partisipasi pendudukan pada 
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usia 16-18 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas. Terpenuhinya pendidikan 
dasar membuat tenaga kerja memiliki kualifiikasi dasar yang baik sehingga 
membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka dalam mendapartkan 
pekerjaan yang layak dan terbebas dari jerat kemiskinan. 
Gambar 4.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2010-2015 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dapat ditunjukkan 
oleh tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur. Walau mengalami peningkatan 
pada 2011 angka pengangguran di Jawa Timur kembali stabil pada angka 4%. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat IPM yang baik membuat pengangguran 
dapat terkendali, atau dapat pula diartikan bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi 
dengan maksimal sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan 
mendapatkan penghidupan yang layak. Akhirnya IPM akan menyebabkan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tenaga kerja 
antar wilayah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan 












































BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Rumusan masalah, landasan teori, dan pembahasan pada penelitian 
mengenai pengaruh aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang 
bekerja dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar 
kabupaten/kota di Jawa Timur menjurus pada temuan-temuan dalam penelitian. 
Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Hasil perhitungan ketimpangan distribusi pendapatan Jawa Timur yang 
dilakukan dengan indeks entropi theil menunjukkan adanya tren yang terus 
meningkat pada ketimpangan distribusi pendapatan, hasil ini sesuai dengan 
kondisi ketimpangan yang digambarkan oleh indeks gini. Ketimpangan 
distribusi pendapatan umumnya terjadi pada wilayah dengan sektor 
manufaktur sebagai sumber penyokong perekonomian wilayah. Sebaliknya 
ketimpangan distribusi pendapatan menjadi relatif rendah pada wilayah 
dengan sektor pertanian sebagai sektor basis perekonomian. Adapun wialyah 
dengan tingkat ketimpangan tertinggi pada periode 2010-2015 adalah Kota 
Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik; dan Kabupaten Pamekasan, 
Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ponorogo sebagai wilayah dengan tingkat 
ketimpangan terendah. 
2. Analisis regresi data panel menunjukkan tiga dari lima variabel memiliki 
pengaruh yang signifiikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 
Jawa Timur sedangkan dua lainnya berpengaruh namun tidak signifikan. 
Adapun pengaruh dari tiap variabel adalah: 
a. Variabel aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. Aglomerasi menyebabakan 





terbelakang semakin sulit menjalankan prekonomiannya dan semakin 
tertinggal. 
b. Variabel infrastruktur memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ketersediaan infrastruktur 
yang tidak merata pada tiap wilayah berdampak pada perbedaan 
pertumbuhan ekonomi (pendapatan per-kapita) tiap wilayah akibat dari 
terganggunya aliran produksi, distribusi, dan pemasaran. 
c. Variabel upah minimum memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Struktur tenaga kerja Jawa 
Timur yang didominasi oleh sektor pertanian membuat dampak dari 
kebijakan upah minimum tidak dapat dirasakan dengan maksimal oleh 
tenaga kerja sehingga tidak terjadi pemerataan pendapatan.  
d. Variabel jumlah orang bekerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Banyaknya orang bekerja 
dapat meningkatkan produktivitas wilayah sehingga dalam jangka panjang 
perekonomian wilayah tertinggal akan menyusul perekonomian wilayah 
maju dan terjadi pemerataan. 
e. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Tingginya IPM 
akan memberikan kesempatan pada tenaga kerja untuk menadapatkan 
pekerjaan yang layak sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran 
dan terjadi pemerataan distribusi pendapatan. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan analisis dan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat 
beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam pembuatan 





1. Infrastrutkur merupakan salah satu alat yang berguna untuk mendukung 
terjadinya perekonomian wilayah yang lebih baik maka perlu dilakukan 
pemeliharaan dan perencanaan pembangunan yang lebih serius oleh 
dinas atau pihak terkait dengan mempertimbangakan kebutuhan dan 
keunikan geografi tiap wilayah. Sehingga tidak hanya bermaanfaat pada 
perekonomian wilayah maju, tapi juga dapat menjadi alat pemerataan 
distribusi pendapatan. 
2. Pemerintah perlu merumuskan regulasi mengenai jumlah upah yang 
diterima oleh tenga kerja diluar sektor-sekotr formal sehingga kebijakan 
upah minimum tidak hanya bermanfaat bagi golongan tenaga kerja 
tertentu. Harapannya dengan regulasi baru ini kesejahteraan tenaga kerja 
di luar sektor formal dapat mendapatkan upah yang layak dan dalam 
jangka panjang terjadi pemerataan distribusi pendapatan. 
3. Menurunnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA harus segera 
ditangani dengan melakukan edukasi pentingnya pendidikan dasar atau 
peningkatan anggaran subsidi pendidikan mengingat akan dilakukannya 
kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 yang 
menyebabkan semakin sulitnya persaingan untuk mendapat perkerjaan 
karena kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi dari pasar global. 
4. Dalam melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel 
infrastruktur panjang jalan dapat ditambahkan data panjang jalan provinsi 
dan panjang jalan nasional sehingga dapat dapat lebih mencerminkan 
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Lampiran 1: Perhitungan Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010-2015 
Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Pacitan 
2010 12582.9 26371.1 0.477147 541799 37565706 0.01442 1.519605856 0.725075879 
2011 13958.6 29613 0.471367 543904 37840657 0.01437 1.515795871 0.714496614 
2012 15529.5 32770.4 0.473888 545905 38106590 0.01433 1.519558746 0.720100687 
2013 17185.7 36037.2 0.476888 547917 38363195 0.01428 1.52361618 0.726593925 
2014 19094.1 39832.7 0.479357 549481 38610202 0.01423 1.527408841 0.73217475 
2015 21035.6 43578.1 0.48271 550986 38847561 0.01418 1.531909806 0.739468722 
Kab. Ponorogo 
2010 10460.7 26371.1 0.396673 856682 37565706 0.0228 1.240404415 0.492034783 
2011 11591.2 29613 0.391423 859302 37840657 0.02271 1.236458838 0.48397804 
2012 12819.1 32770.4 0.391179 861806 38106590 0.02262 1.237966367 0.484266736 
2013 14068.5 36037.2 0.390388 863890 38363195 0.02252 1.238953077 0.483672743 
2014 15470.2 39832.7 0.388379 865809 38610202 0.02242 1.238536161 0.481021927 
2015 17196.3 43578.1 0.394609 867393 38847561 0.02233 1.247314566 0.492201254 
Kab. Trenggalek 
2010 11785.6 26371.1 0.446913 675584 37565706 0.01798 1.395335651 0.623594308 
2011 13176.5 29613 0.444957 678792 37840657 0.01794 1.394539613 0.620509614 
2012 14623.9 32770.4 0.446253 681706 38106590 0.01789 1.396984437 0.623408952 
2013 16098.3 36037.2 0.446713 683791 38363195 0.01782 1.399020365 0.624961139 
2014 17904.8 39832.7 0.4495 686781 38610202 0.01779 1.402613531 0.63047483 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. 
Tulungagung 
2010 16906.2 26371.1 0.641088 992317 37565706 0.02642 1.38505888 0.88794485 
2011 18883.9 29613 0.63769 998707 37840657 0.02639 1.38312986 0.882007428 
2012 20920.1 32770.4 0.638384 1004711 38106590 0.02637 1.384040944 0.883549635 
2013 23038.4 36037.2 0.639295 1009411 38363195 0.02631 1.385548011 0.885773847 
2014 25374.6 39832.7 0.637029 1015974 38610202 0.02631 1.383978939 0.881635239 
2015 27825.4 43578.1 0.638518 1021190 38847561 0.02629 1.385430329 0.884622163 
Kab. Blitar 
2010 14490.7 26371.1 0.549492 1118919 37565706 0.02979 1.265954027 0.695631203 
2011 16015.1 29613 0.540813 1124775 37840657 0.02972 1.259940261 0.68139227 
2012 17576.2 32770.4 0.536344 1130423 38106590 0.02966 1.257202345 0.67429265 
2013 16686.3 36037.2 0.46303 1136701 38363195 0.02963 1.193877535 0.552800959 
2014 21161.1 39832.7 0.531249 1140793 38610202 0.02955 1.25479372 0.666608475 
2015 23377.2 43578.1 0.536444 1145396 38847561 0.02948 1.259932296 0.675882824 
Kab. Kediri 
2010 12144.6 26371.1 0.460527 1503095 37565706 0.04001 1.061060095 0.488646679 
2011 13503.2 29613 0.455989 1512610 37840657 0.03997 1.057185994 0.482065104 
2012 14843.4 32770.4 0.452951 1521895 38106590 0.03994 1.054667046 0.477712961 
2013 16401.9 36037.2 0.455138 1530504 38363195 0.0399 1.05722342 0.481182578 
2014 18035.8 39832.7 0.452789 1538929 38610202 0.03986 1.055379155 0.47786385 
2015 19715.2 43578.1 0.452411 1546883 38847561 0.03982 1.055439187 0.477492012 
Kab. Malang 
2010 16860.9 26371.1 0.63937 2451997 37565706 0.06527 0.991024128 0.633631465 
2011 19003.2 29613 0.641718 2471990 37840657 0.06533 0.992256291 0.636748886 
2012 21196.1 32770.4 0.646806 2490878 38106590 0.06537 0.995421848 0.643845087 
2013 23388.5 36037.2 0.64901 2508698 38363195 0.06539 0.996717715 0.646879677 
2014 26089.5 39832.7 0.654977 2527087 38610202 0.06545 1.000307891 0.655178602 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Lumajang 
2010 14140.1 26371.1 0.536197 1008486 37565706 0.02685 1.300445917 0.697294967 
2011 15865.8 29613 0.535771 1013403 37840657 0.02678 1.301156051 0.697122267 
2012 17470.6 32770.4 0.533121 1017900 38106590 0.02671 1.300121051 0.693122294 
2013 19180.1 36037.2 0.532231 1023818 38363195 0.02669 1.299791836 0.691788968 
2014 21417.7 39832.7 0.537691 1026378 38610202 0.02658 1.305927825 0.702186153 
2015 23701.3 43578.1 0.543881 1030193 38847561 0.02652 1.311949039 0.713544137 
Kab. Jember 
2010 14275.8 26371.1 0.541343 2337909 37565706 0.06224 0.939436162 0.50855682 
2011 15792.2 29613 0.533286 2353025 37840657 0.06218 0.933292356 0.4977118 
2012 17456.2 32770.4 0.532682 2367482 38106590 0.06213 0.933181368 0.497088855 
2013 18919.8 36037.2 0.525007 2381400 38363195 0.06208 0.927247921 0.486812106 
2014 21131.8 39832.7 0.530514 2394608 38610202 0.06202 0.932164391 0.494526143 
2015 23421.3 43578.1 0.537456 2407115 38847561 0.06196 0.938209624 0.504246148 
Kab. 
Banyuwangi 
2010 20822.3 26371.1 0.789588 1559088 37565706 0.0415 1.27932138 1.010136611 
2011 23579.4 29613 0.796252 1567084 37840657 0.04141 1.283916735 1.022320814 
2012 26743.4 32770.4 0.816084 1574528 38106590 0.04132 1.295584577 1.057305879 
2013 29928.7 36037.2 0.830495 1582586 38363195 0.04125 1.303884263 1.082868839 
2014 33607 39832.7 0.843704 1588082 38610202 0.04113 1.312019151 1.106955532 
2015 37751.3 43578.1 0.866291 1594083 38847561 0.04103 1.324516447 1.147416197 
Kab. Bondowoso 
2010 11533.2 26371.1 0.437342 738383 37565706 0.01966 1.347331444 0.589245159 
2011 12850.6 29613 0.433951 743369 37840657 0.01964 1.344195221 0.583315271 
2012 14214.3 32770.4 0.433754 748127 38106590 0.01963 1.344268493 0.583082161 
2013 15665.2 36037.2 0.434695 752791 38363195 0.01962 1.345425255 0.58484998 
2014 17272.3 39832.7 0.433621 756989 38610202 0.01961 1.344722932 0.583100264 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Situbondo 
2010 13051.2 26371.1 0.494905 649092 37565706 0.01728 1.457007498 0.72108089 
2011 14590.4 29613 0.492703 653609 37840657 0.01727 1.455225436 0.716993253 
2012 16277 32770.4 0.496698 657874 38106590 0.01726 1.458949985 0.72465789 
2013 18030.6 36037.2 0.500333 660702 38363195 0.01722 1.463168287 0.732071363 
2014 20028.3 39832.7 0.502811 666013 38610202 0.01725 1.46462371 0.736428187 
2015 22093 43578.1 0.506975 669713 38847561 0.01724 1.468461429 0.744472989 
Kab. 
Probolinggo 
2010 13674.2 26371.1 0.51853 1099011 37565706 0.02926 1.248563198 0.647417168 
2011 15230.8 29613 0.514328 1107923 37840657 0.02928 1.244689399 0.640178816 
2012 16837.2 32770.4 0.513793 1116390 38106590 0.0293 1.243972278 0.639144168 
2013 18545.9 36037.2 0.514632 1123204 38363195 0.02928 1.244953002 0.640692781 
2014 20444.9 39832.7 0.513269 1132690 38610202 0.02934 1.242936253 0.637960957 
2015 22523.9 43578.1 0.516863 1140480 38847561 0.02936 1.245651383 0.643830896 
Kab. Pasuruan 
2010 40342 26371.1 1.529781 1516492 37565706 0.04037 1.578580611 2.414882163 
2011 45488.4 29613 1.536096 1530287 37840657 0.04044 1.579604034 2.426422859 
2012 50306.9 32770.4 1.535132 1543723 38106590 0.04051 1.578576526 2.423323836 
2013 54565.4 36037.2 1.514141 1556711 38363195 0.04058 1.571873078 2.380037385 
2014 60453.4 39832.7 1.517683 1569507 38610202 0.04065 1.572119803 2.385979039 
2015 66240 43578.1 1.52003 1581787 38847561 0.04072 1.572067788 2.389589502 
Kab. Sidoarjo 
2010 41789.6 26371.1 1.584674 1949595 37565706 0.0519 1.484787121 2.352903743 
2011 47009.1 29613 1.587448 1983271 37840657 0.05241 1.481276137 2.351448959 
2012 52482.5 32770.4 1.601521 2016974 38106590 0.05293 1.480832559 2.371585174 
2013 57464.2 36037.2 1.59458 2048986 38363195 0.05341 1.475022103 2.352040812 
2014 63172.8 39832.7 1.585953 2083924 38610202 0.05397 1.468110579 2.328354743 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Mojokerto 
2010 33197.4 26371.1 1.258855 1028605 37565706 0.02738 1.66251875 2.092870603 
2011 37229.7 29613 1.257208 1039299 37840657 0.02747 1.660625289 2.08775137 
2012 41335.4 32770.4 1.261364 1049886 38106590 0.02755 1.660698345 2.094744964 
2013 45146.5 36037.2 1.252775 1057808 38363195 0.02757 1.657380969 2.076325295 
2014 49699.7 39832.7 1.247711 1070486 38610202 0.02773 1.653235104 2.06275971 
2015 54446.2 43578.1 1.249394 1080389 38847561 0.02781 1.652482887 2.064601571 
Kab. Jombang 
2010 14397.6 26371.1 0.545961 1205114 37565706 0.03208 1.230925282 0.672037565 
2011 16054.5 29613 0.542144 1212881 37840657 0.03205 1.228254853 0.665890573 
2012 17683.1 32770.4 0.539606 1220404 38106590 0.03203 1.226573125 0.661866051 
2013 19360 36037.2 0.537223 1230881 38363195 0.03208 1.223853014 0.657481557 
2014 21335.8 39832.7 0.535635 1234501 38610202 0.03197 1.224079814 0.655660352 
2015 23487.5 43578.1 0.538975 1240985 38847561 0.03194 1.227165727 0.661411466 
Kab. Nganjuk 
2010 11192.6 26371.1 0.424427 1019018 37565706 0.02713 1.194412437 0.506940577 
2011 12415.2 29613 0.419248 1024105 37840657 0.02706 1.190085495 0.498941324 
2012 13691.6 32770.4 0.417804 1028914 38106590 0.027 1.189593471 0.497016758 
2013 15116.7 36037.2 0.419475 1033597 38363195 0.02694 1.192269484 0.500127094 
2014 16617.3 39832.7 0.417177 1037723 38610202 0.02688 1.190941346 0.496833748 
2015 18356.8 43578.1 0.421239 1041716 38847561 0.02682 1.196143108 0.503862257 
Kab. Madiun 
2010 12238.2 26371.1 0.464076 663476 37565706 0.01766 1.419555638 0.658781993 
2011 13684.7 29613 0.462118 666305 37840657 0.01761 1.41903847 0.655763204 
2012 15217.7 32770.4 0.464373 669088 38106590 0.01756 1.422384122 0.660517261 
2013 16808.8 36037.2 0.466429 671883 38363195 0.01751 1.425406786 0.664851253 
2014 18593.5 39832.7 0.46679 673988 38610202 0.01746 1.427171312 0.666189081 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Magetan 
2010 13323.9 26371.1 0.505246 621274 37565706 0.01654 1.485011495 0.750296524 
2011 14819.3 29613 0.500432 622902 37840657 0.01646 1.482884226 0.742083079 
2012 16320.9 32770.4 0.498038 624373 38106590 0.01638 1.482818334 0.738499675 
2013 18080.3 36037.2 0.501712 625703 38363195 0.01631 1.488001124 0.746548198 
2014 20051.1 39832.7 0.503383 626614 38610202 0.01623 1.491600437 0.750846152 
2015 22123.3 43578.1 0.50767 627413 38847561 0.01615 1.497391862 0.760181132 
Kab. Ngawi 
2010 10325.8 26371.1 0.391557 818989 37565706 0.0218 1.25430895 0.491133982 
2011 11616.6 29613 0.39228 820880 37840657 0.02169 1.257275622 0.493204606 
2012 13002.1 32770.4 0.396764 822605 38106590 0.02159 1.264340502 0.501644217 
2013 14584.5 36037.2 0.404707 824587 38363195 0.02149 1.27481879 0.515927837 
2014 16081 39832.7 0.403714 827829 38610202 0.02144 1.274834744 0.514668037 
2015 18091.8 43578.1 0.415158 828783 38847561 0.02133 1.28913641 0.535195387 
Kab. Bojonegoro 
2010 27461.8 26371.1 1.04136 1212301 37565706 0.03227 1.508781846 1.571184566 
2011 33961.2 29613 1.146834 1217775 37840657 0.03218 1.551892235 1.779763029 
2012 35718.4 32770.4 1.089959 1223079 38106590 0.0321 1.530955832 1.668679442 
2013 39202.6 36037.2 1.087837 1227704 38363195 0.032 1.53138493 1.665897208 
2014 41004.5 39832.7 1.029418 1232386 38610202 0.03192 1.508547093 1.552925593 
2015 39306.5 43578.1 0.901978 1236607 38847561 0.03183 1.45232814 1.309968448 
Kab. Tuban 
2010 24995.7 26371.1 0.947844 1120910 37565706 0.02984 1.50195787 1.423622387 
2011 27983.3 29613 0.944967 1127884 37840657 0.02981 1.501110754 1.418499732 
2012 31007.2 32770.4 0.946195 1134584 38106590 0.02977 1.502144241 1.421321891 
2013 34173 36037.2 0.94827 1141497 38363195 0.02976 1.503372061 1.425602806 
2014 38184.6 39832.7 0.958624 1147097 38610202 0.02971 1.50875043 1.446325046 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Lamongan 
2010 13784.4 26371.1 0.522709 1180699 37565706 0.03143 1.220911981 0.638181157 
2011 15442 29613 0.52146 1182808 37840657 0.03126 1.222265556 0.637362804 
2012 17357.8 32770.4 0.529679 1184581 38106590 0.03109 1.231448262 0.652272558 
2013 19397.1 36037.2 0.538252 1186382 38363195 0.03093 1.240675985 0.667796503 
2014 21653.2 39832.7 0.543604 1187084 38610202 0.03075 1.247502964 0.67814713 
2015 24201.2 43578.1 0.555352 1187795 38847561 0.03058 1.259190874 0.699294604 
Kab. Gresik 
2010 50016.9 26371.1 1.896656 1180974 37565706 0.03144 1.780539744 3.377071049 
2011 56244.6 29613 1.899321 1196516 37840657 0.03162 1.778638584 3.378206047 
2012 61852.9 32770.4 1.887462 1211686 38106590 0.0318 1.773488321 3.347392641 
2013 67763.8 36037.2 1.880385 1227101 38363195 0.03199 1.769281171 3.326929268 
2014 75545.8 39832.7 1.896577 1241613 38610202 0.03216 1.770686402 3.358243874 
2015 80174.9 43578.1 1.839798 1167313 38847561 0.03005 1.786946571 3.287620677 
Kab. Bangkalan 
2010 17463.7 26371.1 0.662229 909398 37565706 0.02421 1.437045577 0.951652864 
2011 19279.7 29613 0.651055 918813 37840657 0.02428 1.428349402 0.92993442 
2012 19436 32770.4 0.593096 928024 38106590 0.02435 1.386566027 0.822367054 
2013 20841 36037.2 0.578319 937497 38363195 0.02444 1.374112396 0.794675403 
2014 22952.7 39832.7 0.576228 945821 38610202 0.0245 1.371487156 0.790288714 
2015 20118.3 43578.1 0.461661 954305 38847561 0.02457 1.273999547 0.588155635 
Kab. Sampang 
2010 11427.3 26371.1 0.433327 880696 37565706 0.02344 1.266780915 0.54892991 
2011 12460.7 29613 0.420785 892301 37840657 0.02358 1.251507322 0.526615246 
2012 13490.6 32770.4 0.41167 903613 38106590 0.02371 1.23956714 0.510292961 
2013 15301.3 36037.2 0.424597 913499 38363195 0.02381 1.251183983 0.531249417 
2014 15799 39832.7 0.396634 925911 38610202 0.02398 1.218522684 0.48330743 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kab. Pamekasan 
2010 8758 26371.1 0.332106 798605 37565706 0.02126 1.193736226 0.396446939 
2011 9812.2 29613 0.331348 808114 37840657 0.02136 1.190770023 0.394558931 
2012 10886 32770.4 0.33219 817690 38106590 0.02146 1.189797988 0.395239024 
2013 11976.9 36037.2 0.332348 827407 38363195 0.02157 1.187788962 0.394759571 
2014 13234.9 39832.7 0.332262 836224 38610202 0.02166 1.185860365 0.394016558 
2015 14550.2 43578.1 0.333888 845314 38847561 0.02176 1.185946367 0.395973134 
Kab. Sumenep 
2010 14490.4 26371.1 0.54948 1044588 37565706 0.02781 1.295798651 0.712015835 
2011 16615 29613 0.561071 1050678 37840657 0.02777 1.305506968 0.732482298 
2012 19007.4 32770.4 0.580017 1056415 38106590 0.02772 1.3206065 0.76597466 
2013 23897.3 36037.2 0.663129 1061211 38363195 0.02766 1.379710822 0.914925783 
2014 26528.7 39832.7 0.666003 1067202 38610202 0.02764 1.381931666 0.920370715 
2015 25329.6 43578.1 0.581246 1072113 38847561 0.0276 1.323483236 0.769269449 
Kota Kediri 
2010 213789.3 26371.1 8.106954 269193 37565706 0.00717 3.053585512 24.75527791 
2011 235783 29613 7.962145 271511 37840657 0.00718 3.045201321 24.24633449 
2012 264173.7 32770.4 8.061351 273695 38106590 0.00718 3.05014106 24.58825798 
2013 288696.2 36037.2 8.011061 276619 38363195 0.00721 3.04572279 24.39947043 
2014 315369.1 39832.7 7.917342 278072 38610202 0.0072 3.041124207 24.07761974 
2015 348015.2 43578.1 7.986011 280004 38847561 0.00721 3.044529443 24.31364661 
Kota Blitar 
2010 21565.9 26371.1 0.817785 132383 37565706 0.00352 2.365598678 1.934552011 
2011 23844.3 29613 0.805197 133492 37840657 0.00353 2.358405599 1.898981212 
2012 26319.2 32770.4 0.803139 134723 38106590 0.00354 2.356349284 1.892476994 
2013 28956.9 36037.2 0.803528 135702 38363195 0.00354 2.356329547 1.893376818 
2014 31806.3 39832.7 0.798497 136903 38610202 0.00355 2.352562514 1.878514615 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kota Malang 
2010 38162.6 26371.1 1.447137 822201 37565706 0.02189 1.820323264 2.634257525 
2011 42206.8 29613 1.425279 828491 37840657 0.02189 1.813570893 2.584845303 
2012 46429.9 32770.4 1.416824 834527 38106590 0.0219 1.810875701 2.56569275 
2013 50927.4 36037.2 1.41319 840803 38363195 0.02192 1.809420981 2.557055101 
2014 55039.3 39832.7 1.381762 845973 38610202 0.02191 1.799778728 2.486865348 
2015 60876.8 43578.1 1.396959 851298 38847561 0.02191 1.804465669 2.520763769 
Kota 
Probolinggo 
2010 22608.1 26371.1 0.857306 217679 37565706 0.00579 2.170110841 1.860448859 
2011 24427.3 29613 0.824884 220102 37840657 0.00582 2.151727739 1.774926519 
2012 26747.4 32770.4 0.816206 222292 38106590 0.00583 2.145876084 1.751477125 
2013 29319 36037.2 0.813576 223881 38363195 0.00584 2.144295645 1.744547412 
2014 32013.8 39832.7 0.803707 226777 38610202 0.00587 2.13620055 1.716878273 
2015 35249.4 43578.1 0.808879 229013 38847561 0.0059 2.137387059 1.728887019 
Kota Pasuruan 
2010 19193 26371.1 0.727804 186805 37565706 0.00497 2.165417677 1.576000298 
2011 21171.1 29613 0.714926 188414 37840657 0.00498 2.157106515 1.542171268 
2012 23104.7 32770.4 0.705048 190191 38106590 0.00499 2.150028717 1.51587312 
2013 25135.6 36037.2 0.69749 192285 38363195 0.00501 2.143507579 1.495075897 
2014 27656.9 39832.7 0.694327 193329 38610202 0.00501 2.141968823 1.48722576 
2015 30541.2 43578.1 0.700838 194815 38847561 0.00501 2.14535917 1.503549799 
Kota Mojokerto 
2010 24764.4 26371.1 0.939073 120623 37565706 0.00321 2.466060994 2.315812419 
2011 27252.1 29613 0.920275 121517 37840657 0.00321 2.457239196 2.261335505 
2012 29886.1 32770.4 0.911985 122594 38106590 0.00322 2.452518375 2.236658979 
2013 32600.5 36037.2 0.904635 123806 38363195 0.00323 2.447646298 2.214225665 
2014 35502 39832.7 0.891278 124719 38610202 0.00323 2.440782528 2.175415207 





Kabupaten/Kota Tahun yi y (yi/y) fi n fi/n log (yi/y)/(fi/n) (yi/y)*log (yi/y)/(fi/n) 
Kota Madiun 
2010 35499.3 26371.1 1.346144 171305 37565706 0.00456 2.47011306 3.325128059 
2011 39596.1 29613 1.337119 172073 37840657 0.00455 2.468415943 3.300565446 
2012 43575.4 32770.4 1.329718 172886 38106590 0.00454 2.466999901 3.280414871 
2013 48188.9 36037.2 1.337199 174114 38363195 0.00454 2.469277049 3.301914266 
2014 52833.1 39832.7 1.326375 174373 38610202 0.00452 2.467889183 3.273346672 
2015 58240.4 43578.1 1.33646 174995 38847561 0.0045 2.472294175 3.304122981 
Kota Surabaya 
2010 83418.8 26371.1 3.163266 2771615 37565706 0.07378 1.632194345 5.163064628 
2011 93861.1 29613 3.169591 2788932 37840657 0.0737 1.633523976 5.177602986 
2012 104494 32770.4 3.18867 2805718 38106590 0.07363 1.636565681 5.21846832 
2013 116162.4 36037.2 3.223402 2821929 38363195 0.07356 1.641683223 5.291805779 
2014 128921.6 39832.7 3.236577 2833924 38610202 0.0734 1.644399816 5.322226595 
2015 142604.6 43578.1 3.272391 2848583 38847561 0.07333 1.649600123 5.398137268 
Kota Batu 
2010 34089 26371.1 1.292665 190806 37565706 0.00508 2.405685544 3.109745688 
2011 37938.2 29613 1.281133 192813 37840657 0.0051 2.400416671 3.075253698 
2012 41497.9 32770.4 1.266323 194700 38106590 0.00511 2.394178513 3.031802496 
2013 46274.9 36037.2 1.284087 196189 38363195 0.00511 2.399834565 3.081596364 
2014 51660.2 39832.7 1.296929 198608 38610202 0.00514 2.401621673 3.114733773 
2015 57408.4 43578.1 1.317368 200485 38847561 0.00516 2.406989024 3.170890624 
116 
 
Lampiran 2: Data Indeks Etropi Theil (Y), Aglomerasi (X1), Infrastruktur (X2), Upah Minimum (X3), Jumlah Orang Bekerja (X4), 
dan Indeks Pembangunan Manusia (X5) 
Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
Kab. Pacitan 
2010 0.725075879 0.001718287 428.39 630000 347306 61.14 
2011 0.714496614 0.0016901 453.71 705000 345898 62.03 
2012 0.720100687 0.001604835 478.42 750000 339352 62.94 
2013 0.726593925 0.001605361 415.92 887250 339681 63.38 
2014 0.73217475 0.001580655 435.81 1000000 345270 63.81 
2015 0.739468722 0.001539309 435.81 1150000 349759 64.92 
Kab. Ponorogo 
2010 0.492034783 0.00206754 624.52 635000 474044 64.13 
2011 0.48397804 0.002062302 634.84 705000 446382 65.28 
2012 0.484266736 0.002034913 670.76 745000 483962 66.16 
2013 0.483672743 0.0020545 671.36 924000 474183 67.03 
2014 0.481021927 0.002041567 672.38 1000000 478260 67.4 
2015 0.492201254 0.002028888 760.72 1150000 467372 68.16 
Kab. Trenggalek 
2010 0.623594308 0.003884041 436.6 635000 379109 63.67 
2011 0.620509614 0.003943863 608.56 710000 396804 64.27 
2012 0.623408952 0.003865874 614.11 760000 399772 65.01 
2013 0.624961139 0.003863554 730.82 903900 397668 65.76 
2014 0.63047483 0.003870968 847.5 1000000 382330 66.16 
2015 0.018525691 0.003872101 786.02 1150000 394587 67.25 
Kab. Tulungagung 
2010 0.88794485 0.011969864 1390.68 641000 524294 67.28 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.883549635 0.012072354 943.9 815000 536567 68.29 
2013 0.885773847 0.012051083 1187.67 1007900 536447 69.3 
2014 0.881635239 0.011861543 1333.6 1107000 551480 69.49 
2015 0.884622163 0.011848314 1663.61 1275050 525867 70.07 
Kab. Blitar 
2010 0.695631203 0.007538469 4214 655000 580193 64.79 
2011 0.68139227 0.007493575 4214 750000 569840 65.47 
2012 0.67429265 0.007034471 2201 820000 618580 66.17 
2013 0.552800959 0.007005171 1997 946850 603443 66.49 
2014 0.666608475 0.006911808 2464 1000000 587403 66.88 
2015 0.675882824 0.006929587 2464 1250000 580982 68.13 
Kab. Kediri 
2010 0.488646679 0.012262029 2092.27 871000 734643 66.24 
2011 0.482065104 0.01242536 2162.91 934500 700249 66.84 
2012 0.477712961 0.012000291 2428.78 999000 769257 67.29 
2013 0.481182578 0.012047568 2270.1 1089950 754316 68.01 
2014 0.47786385 0.011876902 2428.78 1135000 747065 68.44 
2015 0.477492012 0.011759056 2538.93 1305250 760682 68.91 
Kab. Malang 
2010 0.633631465 0.04193547 1314.67 1000005 1199542 63.47 
2011 0.636748886 0.042662734 1324.69 1077600 1188413 63.97 
2012 0.643845087 0.043190095 1385.7 1130500 1278427 64.71 
2013 0.646879677 0.043222121 1456.67 1343700 1242884 65.2 
2014 0.655178602 0.04441109 1550.78 1635000 1212028 65.59 
2015 0.670822871 0.044978312 1586.49 1962000 1228309 66.63 
Kab. Lumajang 
2010 0.697294967 0.009220075 838.22 688000 472049 59.62 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.693122294 0.009031085 811.19 825391 501928 61.31 
2013 0.691788968 0.00916033 811.19 1011950 505090 61.87 
2014 0.702186153 0.009308267 811.19 1120000 500104 62.33 
2015 0.713544137 0.009280501 889.79 1288000 518184 63.02 
Kab. Jember 
2010 0.50855682 0.023575102 1060.98 830000 1130595 59.94 
2011 0.4977118 0.023230964 1060.98 875000 1172949 60.64 
2012 0.497088855 0.023524761 1294.8 920000 1106262 61.31 
2013 0.486812106 0.02257207 1908.36 1091950 1123266 62.43 
2014 0.494526143 0.022545929 1908.36 1270000 1103779 62.64 
2015 0.504246148 0.022587967 1218.34 1460500 1117132 63.04 
Kab. Banyuwangi 
2010 1.010136611 0.012962795 1904.1 824000 793846 64.54 
2011 1.022320814 0.013278406 1904.1 865500 733791 65.48 
2012 1.057305879 0.013122479 2004 915000 851945 66.12 
2013 1.082868839 0.013280709 2100.4 1086400 838622 66.74 
2014 1.106955532 0.013142644 2904.75 1240000 780835 67.31 
2015 1.147416197 0.013211143 2904.75 1426000 871029 68.08 
Kab. Bondowoso 
2010 0.589245159 0.006443939 816 620000 398735 59.47 
2011 0.583315271 0.006466155 933.21 735000 377315 60.46 
2012 0.583082161 0.006279672 956.91 800000 395928 62.24 
2013 0.58484998 0.006247096 710.39 946000 386153 63.21 
2014 0.583100264 0.006118438 498.22 1105000 400655 63.43 
2015 0.588668639 0.006084141 562.76 1270750 417437 63.95 
Kab. Situbondo 
2010 0.72108089 0.004390914 766.14 660000 349306 60.07 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.72465789 0.004618887 830.69 802500 346240 62.23 
2013 0.732071363 0.004695924 835.87 1048000 345122 63.43 
2014 0.736428187 0.004720847 1017.3 1071000 334065 63.91 
2015 0.744472989 0.004802369 1022.3 1231650 351821 64.53 
Kab. Probolinggo 
2010 0.647417168 0.010746529 678.8 744000 591038 59.83 
2011 0.640178816 0.011028509 711.61 814000 596345 60.3 
2012 0.639144168 0.010856612 705.34 888500 624454 61.33 
2013 0.640692781 0.011246655 726.76 1198600 598256 62.61 
2014 0.637960957 0.011253067 699.24 1353750 592540 63.04 
2015 0.643830896 0.011396327 697.8 1556800 586555 63.83 
Kab. Pasuruan 
2010 2.414882163 0.116632491 1605.51 1005000 764381 60.79 
2011 2.426422859 0.119243658 1378.76 1107000 784210 61.43 
2012 2.423323836 0.119453648 1430.84 1252000 766766 62.31 
2013 2.380037385 0.11957172 1456.63 1720000 795706 63.74 
2014 2.385979039 0.119609171 1588.94 2190000 806291 64.35 
2015 2.389589502 0.119038144 1767.32 2700000 762757 65.04 
Kab. Sidoarjo 
2010 2.352903743 0.141224145 783.27 1005000 917622 73.75 
2011 2.351448959 0.141790714 777.16 1107000 957899 74.48 
2012 2.371585174 0.139809906 856.91 1252000 957887 75.14 
2013 2.352040812 0.138917044 965.46 1720000 996960 76.39 
2014 2.328354743 0.139133965 908.09 2190000 1028243 76.78 
2015 2.316459685 0.138299566 952.92 2705000 1015208 77.43 
Kab. Mojokerto 
2010 2.092870603 0.06220883 808.63 1009150 518877 68.14 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 2.094744964 0.05631631 742.06 1234000 539139 69.71 
2013 2.076325295 0.055039752 798.38 1700000 528416 69.84 
2014 2.06275971 0.052665773 914.47 2050000 532294 70.22 
2015 2.064601571 0.050418745 895.19 2695000 552002 70.85 
Kab. Jombang 
2010 0.672037565 0.012827444 399.95 790000 578789 66.2 
2011 0.665890573 0.012658535 496.19 866500 557227 66.84 
2012 0.661866051 0.012074942 360.38 978200 570047 67.82 
2013 0.657481557 0.012021421 349.22 1200000 560677 68.63 
2014 0.655660352 0.01181502 530.03 1500000 577679 69.07 
2015 0.661411466 0.011657598 585.03 1725000 607856 69.59 
Kab. Nganjuk 
2010 0.506940577 0.005164739 1768.21 650000 485507 65.6 
2011 0.498941324 0.005103308 1807.69 710000 480019 66.58 
2012 0.497016758 0.004909205 1814.59 785000 508859 68.07 
2013 0.500127094 0.004962247 1822.49 960200 523384 68.98 
2014 0.496833748 0.004935364 925.82 1131000 513031 69.59 
2015 0.503862257 0.00492318 657.06 1265000 506132 69.9 
Kab. Madiun 
2010 0.658781993 0.002786153 812.66 660000 328262 64.87 
2011 0.655763204 0.002789548 376.1 720000 340017 65.98 
2012 0.660517261 0.002738736 455.87 775000 349831 67.32 
2013 0.664851253 0.002772241 461.15 960750 349178 68.07 
2014 0.666189081 0.002746575 522.29 1045000 350522 68.6 
2015 0.676190694 0.002739822 554.63 1201750 327148 69.39 
Kab. Magetan 
2010 0.750296524 0.002800416 452.79 650000 372784 67.58 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.738499675 0.002687818 342.99 750000 342553 69.56 
2013 0.746548198 0.002722454 376.19 866250 342882 69.86 
2014 0.750846152 0.002722734 434.71 1000000 328845 70.29 
2015 0.760181132 0.002694724 519.56 1150000 331493 71.39 
Kab. Ngawi 
2010 0.491133982 0.002492154 139.51 685000 425885 64.52 
2011 0.493204606 0.00261013 309.34 725000 397707 65.84 
2012 0.501644217 0.002562061 337.16 780000 410090 66.72 
2013 0.515927837 0.002613733 384.83 900000 448634 67.25 
2014 0.514668037 0.002647356 387.31 1040000 412831 67.78 
2015 0.535195387 0.00260082 342.51 1196000 413822 68.32 
Kab. Bojonegoro 
2010 1.571184566 0.006847303 445.2 825000 608945 62.19 
2011 1.779763029 0.006765325 526.79 870000 577451 63.22 
2012 1.668679442 0.006457327 583.88 930000 633960 64.2 
2013 1.665897208 0.00661941 588.99 1029500 654915 64.85 
2014 1.552925593 0.006631426 592.97 1140000 608174 65.27 
2015 1.309968448 0.006466643 594.06 1311000 608181 66.17 
Kab. Tuban 
2010 1.423622387 0.029227295 631.03 870000 582059 61.33 
2011 1.418499732 0.028688235 635.11 935000 552400 62.47 
2012 1.421321891 0.028082427 653.16 970000 556649 63.36 
2013 1.425602806 0.028558596 669.1 1144400 590812 64.14 
2014 1.446325046 0.02805137 696.72 1370000 548541 64.58 
2015 1.445814587 0.027537639 702.66 1575500 584743 65.52 
Kab. Lamongan 
2010 0.638181157 0.003903109 162.17 875000 575822 65.4 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.652272558 0.004005369 280.55 950000 592097 67.51 
2013 0.667796503 0.004059848 314.11 1075700 612448 68.9 
2014 0.67814713 0.004226429 323.03 1220000 585311 69.42 
2015 0.699294604 0.004348876 349.36 1410000 607096 69.84 
Kab. Gresik 
2010 3.377071049 0.09824992 366.35 1010400 541720 69.9 
2011 3.378206047 0.098915108 364.19 1133000 535346 71.11 
2012 3.347392641 0.098697166 363.94 1257000 532304 72.12 
2013 3.326929268 0.100402897 381.06 1740000 591514 72.42 
2014 3.358243874 0.10154937 401.46 2195000 562559 72.84 
2015 3.287620677 0.099995004 449.86 2707500 577049 73.57 
Kab. Bangkalan 
2010 0.951652864 0.000962836 541 755000 407091 57.23 
2011 0.92993442 0.000975331 569 850000 416538 58.63 
2012 0.822367054 0.00095392 578.82 885000 444345 59.65 
2013 0.794675403 0.000974536 582.75 983800 442663 60.19 
2014 0.790288714 0.000971752 584.82 1102000 446517 60.71 
2015 0.588155635 0.000957951 593.94 1267300 457282 61.49 
Kab. Sampang 
2010 0.54892991 0.001136717 526.6 690000 436256 54.49 
2011 0.526615246 0.001123123 532.36 725000 460147 55.17 
2012 0.510292961 0.001085277 539.39 800000 482807 55.78 
2013 0.531249417 0.001068284 545.44 1104600 447743 56.45 
2014 0.48330743 0.001064066 551.98 1120000 496322 56.98 
2015 0.422672053 0.001036849 558.31 1243200 447470 58.18 
Kab. Pamekasan 
2010 0.396446939 0.001438445 461.88 900000 422583 59.37 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 0.395239024 0.001524092 473.15 975000 461339 61.21 
2013 0.394759571 0.001560789 471.57 1059600 469849 62.27 
2014 0.394016558 0.001493308 483.62 1090000 459046 62.66 
2015 0.395973134 0.001513027 484.47 1209900 425333 63.1 
Kab. Sumenep 
2010 0.712015835 0.002642189 1512.31 730000 588332 57.27 
2011 0.732482298 0.002642972 1515.81 785000 636110 58.7 
2012 0.76597466 0.002577052 1561.24 825000 629881 60.08 
2013 0.914925783 0.002667979 631.39 965000 613293 60.84 
2014 0.920370715 0.002695922 667.36 1090000 616145 61.43 
2015 0.769269449 0.002698535 667.36 1253500 580887 62.38 
Kota Kediri 
2010 24.75527791 0.162672954 288.96 906000 124436 72.2 
2011 24.24633449 0.159913337 294.97 975000 123522 72.93 
2012 24.58825798 0.161404463 297.89 1037500 129938 73.66 
2013 24.39947043 0.163548756 299.52 1128400 125726 74.18 
2014 24.07761974 0.160938662 317.09 1165000 134293 74.62 
2015 24.31364661 0.161032322 316.51 1339750 130564 75.67 
Kota Blitar 
2010 1.934552011 0.000922567 262.7 663500 61298 72.56 
2011 1.898981212 0.000910068 263.2 737000 62730 73.08 
2012 1.892476994 0.000899822 263.2 815000 63854 73.53 
2013 1.893376818 0.000910594 263.2 924800 64371 74.53 
2014 1.878514615 0.000913207 264.7 1000000 65402 75.26 
2015 1.887666169 0.000922177 263.58 1260000 72650 76 
Kota Malang 
2010 2.634257525 0.030924521 139.2 1006263 358415 76.69 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 2.56569275 0.030347398 141.28 1132254 386483 78.04 
2013 2.557055101 0.030378421 135.19 1340300 401435 78.44 
2014 2.486865348 0.028381002 137.3 1587000 393050 78.96 
2015 2.520763769 0.027708243 135.19 1882250 377329 80.05 
Kota Probolinggo 
2010 1.860448859 0.002853273 185.8 741000 73981 67.3 
2011 1.774926519 0.002745017 189.11 810500 99075 68.14 
2012 1.751477125 0.002636187 134.08 885000 106176 68.93 
2013 1.744547412 0.002643249 181.09 1103200 101550 70.05 
2014 1.716878273 0.002568142 128.34 1250000 107668 70.49 
2015 1.728887019 0.002560716 128.34 1437500 104953 71.01 
Kota Pasuruan 
2010 1.576000298 0.002632193 84.17 865000 76405 69.69 
2011 1.542171268 0.002601286 80.67 926000 86364 70.41 
2012 1.51587312 0.002529385 78.68 975000 91303 72.01 
2013 1.495075897 0.002531766 77.22 1195800 92850 72.89 
2014 1.48722576 0.002529129 77.65 1360000 91212 73.23 
2015 1.503549799 0.002527837 80.06 1575000 92058 73.78 
Kota Mojokerto 
2010 2.315812419 0.001147208 153.68 805000 56836 72.78 
2011 2.261335505 0.001161199 125.24 835000 57101 73.74 
2012 2.236658979 0.001115744 127.77 875000 61407 74.2 
2013 2.214225665 0.00111749 122.58 1040000 62123 74.91 
2014 2.175415207 0.001108238 129.84 1250000 61771 75.04 
2015 2.174407075 0.001108938 130.3 1437500 63806 75.54 
Kota Madiun 
2010 3.325128059 0.003649171 386.2 685000 79297 75.98 





Kabupaten/Kota Tahun  Y X1 X2 X3 X4 X5 
2012 3.280414871 0.003423907 390.44 812500 78855 77.21 
2013 3.301914266 0.003441538 403.86 953000 84179 78.41 
2014 3.273346672 0.003348147 416.48 1066000 80613 78.81 
2015 3.304122981 0.00330222 417.54 1250000 86092 79.48 
Kota Surabaya 
2010 5.163064628 0.154936312 1397.13 1031500 1245542 77.2 
2011 5.177602986 0.154746283 1397.62 1115000 1230165 77.62 
2012 5.21846832 0.156330815 1401.6 1257000 1361648 78.05 
2013 5.291805779 0.156521735 1651.95 1740000 1404445 78.51 
2014 5.322226595 0.159352569 1653.31 2200000 1380157 78.87 
2015 5.398137268 0.157608027 1652.63 2710000 1365180 79.47 
Kota Batu 
2010 3.109745688 0.001002561 308.01 989000 92274 68.66 
2011 3.075253698 0.001025225 310.01 1050000 101413 69.76 
2012 3.031802496 0.000998986 325.84 1100215 100364 70.62 
2013 3.081596364 0.001025554 325.83 1268000 103024 71.55 
2014 3.114733773 0.001049569 248.1 1580037 104177 71.89 
2015 3.170890624 0.001082009 248.08 1817000 100970 72.62 
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Lampiran 3: Hasil Uji Pemilihan Model  
1. Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6282.120618 (37,185) 0.0000 
Cross-section Chi-square 1627.195088 37 0.0000 
     
          
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/17/21   Time: 19:46   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 228  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 60.30161 8.090230 7.453634 0.0000 
X1_AGL 76.36596 4.360649 17.51252 0.0000 
LNX2_INFRA 0.179556 0.269742 0.665659 0.5063 
LNX3_UM -1.430713 0.611254 -2.340621 0.0201 
LNX4_JOB -2.742656 0.313966 -8.735513 0.0000 
X5_IPM -0.093937 0.038356 -2.449097 0.0151 
     
     R-squared 0.650208    Mean dependent var 1.950251 
Adjusted R-squared 0.642330    S.D. dependent var 3.851018 
S.E. of regression 2.303122    Akaike info criterion 4.532372 
Sum squared resid 1177.570    Schwarz criterion 4.622618 
Log likelihood -510.6904    Hannan-Quinn criter. 4.568783 
F-statistic 82.53257    Durbin-Watson stat 0.021178 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
2. Hasil Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 52.856232 5 0.0000 
     
          
Cross-section random effects test comparisons: 





Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     X1_AGL 13.526348 28.068630 11.083074 0.0000 
LNX2_INFRA -0.018550 -0.023444 0.000004 0.0137 
LNX3_UM 0.071562 0.072970 0.000028 0.7909 
LNX4_JOB -0.150026 -0.275138 0.001220 0.0003 
X5_IPM -0.018557 -0.015366 0.000002 0.0169 
     
          
Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/17/21   Time: 19:46   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 228  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.906216 1.546104 2.526489 0.0124 
X1_AGL 13.52635 5.707503 2.369924 0.0188 
LNX2_INFRA -0.018550 0.027268 -0.680279 0.4972 
LNX3_UM 0.071562 0.048798 1.466482 0.1442 
LNX4_JOB -0.150026 0.125198 -1.198305 0.2323 
X5_IPM -0.018557 0.008984 -2.065629 0.0403 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.999722    Mean dependent var 1.950251 
Adjusted R-squared 0.999659    S.D. dependent var 3.851018 
S.E. of regression 0.071149    Akaike info criterion -2.279888 
Sum squared resid 0.936494    Schwarz criterion -1.633125 
Log likelihood 302.9072    Hannan-Quinn criter. -2.018938 
F-statistic 15829.73    Durbin-Watson stat 1.543036 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     












Lampiran 4: Hasil Uji Asumsi Klasik 












Mean       5.06e-17
Median   0.002908
Maximum  0.157244
Minimum -0.160447
Std. Dev.   0.055559
Skewness  -0.152068





2. Uji Multikoliearitas 
 X1_AGL LNX2_INFRA LNX3_UM LNX4_JOB X5_IPM 
      
      X1_AGL  1.000000  0.175089  0.464677  0.273191  0.396804 
LNX2_INFRA  0.175089  1.000000  0.047121  0.723049 -0.347862 
LNX3_UM  0.464677  0.047121  1.000000  0.200288  0.395622 
LNX4_JOB  0.273191  0.723049  0.200288  1.000000 -0.373822 
X5_IPM  0.396804 -0.347862  0.395622 -0.373822  1.000000 
 
3. Uji Heterskedasitas  
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999631    Mean dependent var 3.836120 
Adjusted R-squared 0.999547    S.D. dependent var 2.825748 
S.E. of regression 0.061543    Sum squared resid 0.700700 
F-statistic 11931.84    Durbin-Watson stat 1.227378 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.999715    Mean dependent var 1.950251 
Sum squared resid 0.959607    Durbin-Watson stat 1.528961 
     








Lampiran 5: Hasil Analisis Data Panel 
1. Hasil Uji Fixed Effect Model 
Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN  
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/17/21   Time: 19:46   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 228  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.906216 1.546104 2.526489 0.0124 
X1_AGL 13.52635 5.707503 2.369924 0.0188 
LNX2_INFRA -0.018550 0.027268 -0.680279 0.4972 
LNX3_UM 0.071562 0.048798 1.466482 0.1442 
LNX4_JOB -0.150026 0.125198 -1.198305 0.2323 
X5_IPM -0.018557 0.008984 -2.065629 0.0403 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.999722    Mean dependent var 1.950251 
Adjusted R-squared 0.999659    S.D. dependent var 3.851018 
S.E. of regression 0.071149    Akaike info criterion -2.279888 
Sum squared resid 0.936494    Schwarz criterion -1.633125 
Log likelihood 302.9072    Hannan-Quinn criter. -2.018938 
F-statistic 15829.73    Durbin-Watson stat 1.543036 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
2. Hasil Uji Fixed Effet Weighted Model 
Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN  
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 06/17/21   Time: 19:46   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 228  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.792622 0.390867 9.703099 0.0000 
X1_AGL 8.167940 2.052306 3.979884 0.0001 
LNX2_INFRA 0.006870 0.006686 1.027498 0.3055 
LNX3_UM 0.023986 0.014090 1.702395 0.0904 
LNX4_JOB -0.158045 0.030330 -5.210826 0.0000 
X5_IPM -0.005877 0.002672 -2.199865 0.0291 
     





 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.999631    Mean dependent var 3.836120 
Adjusted R-squared 0.999547    S.D. dependent var 2.825748 
S.E. of regression 0.061543    Sum squared resid 0.700700 
F-statistic 11931.84    Durbin-Watson stat 1.227378 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.999715    Mean dependent var 1.950251 
Sum squared resid 0.959607    Durbin-Watson stat 1.528961 
     
 
 
 
